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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث sa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج jim J Je 
ح ha ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin Sy es dan ye 
x 
 
 
 
ص sad ṣ es(dengan titik di bawah) 
ض dad ḍ de(dengan titik di bawah) 
ط ta ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za ẓ zet(dengan titk di bawah) 
ع „ain a„ Apostrof terbalik 
غ gain g ge 
ف fa f ef 
ق qaf q qi 
ك kaf k ka 
ل lam l el 
م mim m em 
ن nun n en 
و wau w we 
ه ha h ha 
ء hamzah a apostof 
ي ya y ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir  maka ditulis dengan tanda    ). 
 
xi 
 
 
 
2. Vokal 
 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong danvokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah a a 
َ ا Kasrah i i 
َ ا ḍammah u u 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َى 
 
fatḥah dan yā‟ 
 
ai 
 
a dan i 
 
 َو ى 
 
fatḥah dan wau 
 
Au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
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Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan Tanda 
 
Nama 
 
..... | َا َي.  
fatḥah dan alif 
atau yā‟ 
ā 
a dan garis di 
atas 
ي Kasrah dan yā‟ i 
i dan garis di 
atas 
ىى 
ḍammah dan 
wau 
u 
u dan garis di 
atas 
 
 
4. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā‟marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟marbūṭah yang 
hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang 
transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā‟marbūṭah yang mati atau 
mendapat harkat sukun transliterasiny aadalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā‟marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā‟marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda  tasydid ( ّ ), dalam transliterasinya ini 
dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi 
tanda syaddah. 
Jika hurufى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  ّىِى), maka ia ditranslitersikan seperti huruf maddah menjadi (i). 
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6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
huruf ال  (alif lam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata 
sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf 
syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi 
huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata 
yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garismendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop      hanya 
berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila 
hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 
Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalamBahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, 
istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari 
perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan 
bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 
Misalnya kata Al-Qur‟an (darial-Qur‟ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. 
Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari saturangkaian teks 
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafẓ al-Jalālah(الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frase nominal), 
ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 
Adapun tā‟marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 
ditransliterasi denganhuruf [t]. 
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10. Huruf Kapital 
 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia 
yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 
menuliskan huruf awal namadari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 
pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 
maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal 
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan 
hurufkapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal 
dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
Contoh: 
Wa ma Muhammadun illa rasul 
Inna awwalu baitin wudi‟a Iinnasi lallazi bi Bakkata Mubarakan  
Syahru Ramadan ai-lazi unzila fih al-Qur‟an 
Nasir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al-Farabi 
Al-Gazali 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak 
dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi, contoh: 
 
xv 
 
 
 
 
Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid 
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 
Nasr Hamid Abu zaid, ditulis menjadi Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nazr 
Hamid Abu) 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah: 
swt.   =Subhanahu wa Ta‟ala 
saw.  = shallallahu „alaihi wasallam 
a.s    = „alaihi al-salam 
H      =Hijriyah 
M     = Masehi 
SM    = Sebelum Masehi 
i.     = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.     = Wafat tahun 
QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 
HR  = Hadis Riwayat 
t.p. = Tanpa penerbit 
t.t. = Tanpa tempat 
t.th. = Tanpa tahun 
h. = Halaman 
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  ABSTRAK 
Nama  : Sultan Syahrir 
NIM    : 10100113132 
Judul :Pemahaman Masyarakat Terhadap kewajiban Zakat di Kecamatan     
Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang 
 
 Skripsi ini Meneliti tentang sejauhmana upaya yang harus dilakukan agar 
pemahaman kewajiban zakat  membagun kesadaran untuk zakat di kecamatan 
Maritengngae, dalam penelitian ini dilakukan studi kasus terhadap hal-hal yang 
menjadi faktor peluang dan hambatan pelaksanaan zakat dengan manajemen yang 
baik, transfaran, dan akuntabel, mengkaji tentang tehnik dan strategi yang harus 
dilakukan untuk mencapai pengelolaan dengan manajemen yang baik. Dalam 
pelaksanaan zakat terdapat kesenjangan yang sangat cocok masyarakat muslim 
melaksanakan haji lebih besar ketimbang dengan pelaksanaan rukun Islam lainnya 
misalnya, zakat. hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal 
umat Islam itu sendiri, diantaranya, pengetahuan danpemahaman syariat berzakat 
belum komperensif serta kurangnya penerapan nilai-nilai ritual zakat dalam 
kehidupan kemasyarakatan. 
 Dalam kajian ini digunakan jenis data “Kualitatf”, adalah suatu data yang 
diperoleh dengan mengkaji dan upaya dan menggali fenomena dalam  masyarakat 
sebagai sumber data secara objektif di lapangan tentang pemahaman masyarakat 
terhadap kewajiban zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng 
Rappang dalam meningkatkan pemahaman rukun Islam ketiga bagi masyarakat 
muslim di kecamatan Maritengngae. 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Islam 
Kecamatan Maritengngae pada umumnya belum memahahami apa arti dan tujuan 
zakat, mereka hanya beranggapan kewajiban zakat hanya sebatas perintah tetapi 
manfaat orang yang berzakat dapat mensucikan harta kita agar bersih dari segala 
macam egoisan, sifat kikir dan bakhil.dimana pemahaman masyarakat saat ini 
hanya terbatas pada fiqhi dan ritual ibadah saja, zakat dianggap sebagai sarana 
penyempurnaan ibadah di bulan suci ramadhan sebagai kewajiban  yang apabila 
ditunaikan maka lepas sudah kewajibannya. Padahal, zakat adalah sunnatullah 
yang mampu melepaskan umat dari problematika kemiskinan. 
 Untuk menjadikan pelaksanaan zakat berdaya guna dalam meningkatkan 
kualitas dan prestasi layanan pegelolaan zakat melalui pelaksanaan proogram-
program pembinaan perekonomian kepada warga masyarakat khususnya 
masyarakat yang tergolong miskin.Perlu segera menyusun renstra, visi-misi, dan 
tujuan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang ada pada tingaat desa maupun 
Kelurahan di kecamatan Maritengngae, sehingga proses pelaksanaan (baik 
pengumpulan maupun penyaluran) dapat terukur, berdayaguna, dan tepat 
sasaran.Perlu dilakukan pemberdayaan dana zakat untuk menciptakan usaha-
usaha produktif sesuai dengan tingkat pemahaman dan keterampilan yang dimiliki 
masyarakat dan tingkat kebutuhan masyarakat kecamatan Maritengngae. Perlu 
dilakukan kerja sama dengan semua sektor dan stake holder yang ada di 
masyarakat untuk melakukan gerakan pemberdayaan zakat dengan berbagai 
macam ide pengembangan ekonomi dan usaha produktif dalam rangka 
mewujudkan masyarakat yang sejahtera. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Islam diyakini agama universal, tidak terbatas oleh waktu dan tempat 
tertentu al-Qur‟an menyatakan bahwa lingkup keberlakuan ajaran Islam yang 
dibawah oleh Nabi Muhammad saw. adalah untuk seluruh umat manusia, 
dimanapun berada oleh karena itu, Islam seharusanya dapat diterima oleh setiap 
manusia dia atas muka bumi ini, tanpa harus ada „‟konflik‟‟ dengan keadaan 
dimana manusia itu berada. 
Konsep zakat pada dasarnya terbuka untuk dikembankan pemahamannya 
sesuai dengan perkembangan zaman. Ijtihad mengenai zakat (kecuali yang 
ditunjuk nas secara tegas) dapat dilakukan oleh ulama.Aspek-aspek zakat seperti 
jenis barang, jenis profesi, presentase zakat, waktu pembayaran zakat dan lain-lain 
memungkinkan sekali dikembangkan dari yang dikenal selama ini. Kewajiban 
membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim. Bahkan 
Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadi dermawan 
dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Namun demikian dalam menjalakan 
kewajiban berzakat, kaum muslimin tetap harus cermat dan memeastikan bahwa 
aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan, dalam arti, kewajiban 
pengeluarannya tidak terkurangi.
1
 
Hukum Allah swt, telah menetapkan bahwa pemahaman dan membayar 
zakat merupakan kewajiban dalam ajaran Islam dan para hakim (penguasa) 
diperintahkan untuk memfasilitasi warga Negara untuk menunaikan kewajiban 
tersebut.Sebagai realisasi terhadap perintah Allah swt. 
 Penelitian ini merupakan kajian analisis atas pemahaman dan presepsi 
sebagian masyarakat pada umumnya, dan khususnya pada masyarakat kabupaten 
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Sidenreng Rappang terhadap pelaksanaan zakat selama ini, baik pada konsep 
teoritik maupun konsep oprasionalnya, serta model pelaksanaannya. 
Berangkat dari teori-teori tersebut dianalisis dengan konteks kekinian. Hal 
ini merupakan kajian analisis untuk membangun kembali suatu konsep zakat yang 
utuh dan komprensip yang padat dengan berbagai konsep terkait, karena persoalan 
zakat menyangkut beberapa faktor yang terkait dengannya, yaitu meliputi 
pemahaman tentang konsep dan pemilikan harta, ekonomi dan keadilan dalam 
berbagai dimensi.
2
 
Pada realitas kehidupan umat Islam di kabupaten Sidenreng Rappang 
adalah komunitas umat yang menganut beragam corak paham aliran keagamaan 
yang terwadahi dalam berbagai organisasi sosial keagamaan dan politik sehingga 
menampakkan nuansa tradisi keagamaan yang beragam Dalam hal pemahaman 
dan pelaksanaan  dari konteks dan tujuan yang berwawasan muamalah ijtimaiah, 
yaitu mewujudkan keadilan sosial dengan menjalankan fungsi harta sebagai 
amanah Allah swt. Sehingga dirasakan bahwa ibadah zakat hampir  kehilangan 
vitalitas dan aktualisasinya. Akibanya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial 
lainnya dikalangan umat Islam Indonesia, dan khususnya pada masyarakat Islam 
kabupaten Sidenreng Rappang yang masih cukup tinggi. 
Ibadah zakat dalam pelaksanaanya membutuhkan harta benda, yang 
dipentingkan oleh Islam supaya orang kaya memberikan pertolongan kepada 
orang miskin, hingga dapat memenuhi hajatnya, atau memberikan bantuan guna 
kepentingan umum dapat merealisasikan kepentingan tersebut.
3
 
Zakat merupakan subsystem dan salah satu wujud nyata dari system 
ekonomi yang menunjang terwujudnya keadilan sosial. Ajaran zakat, sebagai 
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bentuk bantuan sosial lainnya dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu, 
adalah contoh nyata keadilan sosial islam, karena tugas mewujudkan keadilan 
sosial demikian berat dan luas, maka al-Qur‟an memberikan wewenang yang 
besar kepada Negara pemerintah untuk memungut, mengelolah dan 
mendayagunakan zakat, sebagai bagian yang terpenting dari tugas Negara dalam 
mewujudkan kesejahtraan dan memakmurkan bagi masyarakat.
4
 
Pada aspek ajaran ritual ibadah zakat, selain sebagai bentuk bantuan dari 
orang kaya kepada orang yang tidak mampu, sangat diharapkan menjadi salah 
satu instrumen ekonomi yang dapat memjadi solusi terbukanya berbagai lapangan  
Kerja baru bagi warga masyarakat sehingga terbuka peluang lahirnya muzakki-
muzakki baru menjadi sumber daya upaya pengentasan kemiskinan. 
 Jika saja zakat dikelola dengan baik sesuai aturan dan tuntunan ajaran 
Islam, maka nilai-nilai ritualnya akan mampu mengedukasi masyarakat dalam 
rangka mengentaskan kemiskinan, tidak seperti sekarang justru momentum zakat 
dijadikan sasaran untuk mengeksploitasi kemiskinan umat, salah satu contoh 
peristiwa di pasuruan tahun 2009 yang dikenal dengan istilah zakat maut, bahkan 
hampir setiap tahun peristiwa serupa terjadi, yang diduga kuat motivasinya untuk 
menunjukkan eksistensi kekayaan seseorang ditengah kemiskinan umat, sehingga 
zakat ditunaikan dengan orientasi komsumtif, dengan nilai recehan. 
Zakat akan menjadi solusi pengentasan kemiskinan jika ditunaikan dan 
dikelola dengan orientasi usaha keekonomian dengan motivasi memberikan 
lapangan kerja pada mustahiq, yakni bukan besarnya kuantitas penerima zakat 
yang dijangkau pemberian seorang muzakkih tetapi kualitasnya, artinya walau 
sedikit jumlah orang yang dapat dibantu dengan zakat tersebut, tetapi setiap 
bagian bantuan zakat tersebut mampu menjadi modal usaha bagi penerimanya,bila 
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cara ini dilakukan secara bertahap akan dapat menjadi solusi secara bertahap 
mengurangi jumlah mustahiq bahkan setiap tahun akan bertambah muzakkih baru 
dikarenakan usaha yangh dibangun dari modal usaha yang berasal dari dana zakat 
yang diterima menjadikannya sebagai pengusaha sukses, karena dengan sistem ini 
maka akan menjadi mustahiq tahun ini (misalnya), dengan keberhasilan usaha 
(dari modal zakat yang diterima tahun depannya akan menjadi muzakkih, sehingga 
diharapkan metode ini mampu mengedukasi masyarakat untuk tidak hanya pasrah 
menerima nasib dan belas kasih orang secara konsumtif, tetapi mampu mencari 
solusi dengan kerja keras serta kerja sama diantara semua komponen masyarakat 
melalui pemampatan zakat. 
Dalam pelaksanaan zakat terdapat kesenjangan yang sangat cocok 
masyarakat muslim melaksanakan haji lebih besar ketimbang dengan pelaksanaan 
rukun Islam lainnya misalnya, zakat, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal 
maupun eksternal umat Islam itu sendiri, diantaranya, pengetahuan 
danpemahaman syariat berzakat belum komperensif serta kurangnya penerapan 
nilai-nilai ritual zakat dalam kehidupan kemasyarakatan. Pada aspek ajaran ritual 
ibadah zakatpun diharapkan memiliki nilai sosial,diantarannya dalam bentuk 
bantuan dari orang kaya kepada orang yang tidak mampu, adalah contoh nyata 
keadilan sosial Islam, karena tugas mewujudkan keadilan sosial demikian berat 
dan luas, maka Al-Qur‟an memberikan wewenang yang besar kepada Negara 
pemerintah untuk mengelola dan mendayagunakan potensi ajaran zakat itu 
sendiri, sebagai bagian yang terpenting dari tugas Negara dalam mewujudkan 
kesejahtraan dan memakmurkan masyarakatnya.
5
 
Beberapa faktor yang menjadi latar belakang pemahaman dan membayar 
zakat perlu di kaji secara komprensif dan integral dalam penelitian ini antara lain : 
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1. Teologis,salah satu bagian yang menjadi persyaratan utama sehingga seorang 
muslim dapat diakui ke Islamannya sempurna apabila mengaku rukun iman 
dan Islam, hal ini sebagai wujud dari esensi keberagamaan muslim, 
masyarakat melakukan ibadah haji sangat kuat. Padahal haji dan zakat 
termasuk bagian dari akidah, semestinya tidak ada kesenjangan dari 
pelaksanaan antara lima rukun Islam ini, yaitu sebagai implementasi rasa cinta 
kepada Allah swt.diiringi rasa kerendahan hati dan keiklasan si hamba kepada-
Nya bukan hawa nafsu.
6
 
2. Sosiologis, yaitu jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang yang 
beragama Islam 234.117 jiwa dan masyarakat Islam melaksanakan ibadah 
zakat terus bertambah dari tahun ke tahun. Di Kabupaten Sidenreng Rappang 
potensi ummat Islam sebenarnya cukup besar karena 88% dari jumlah 
penduduknya adalah masyarakat muslim tetap kenyataaannya warga miskin di 
Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 208.968. jiwa dan 19.354 masih 
termasuk keluarga miskin.
7
mereka miskin stuktural karena tidak memiliki 
sumber penghasilan dan miskin etos kerja karena malas dan tidak bekerja 
optimal.
8
Quraish Shihab, ahli tafsir kelahiran Rappang salah satu wilayah 
kabupaten Sidrap, menjelaskan bahwa faktor penyebab utama kemiskinan 
adalah sikap berdiam diri, enggan, tidak mau bergerak dan berusaha. 
Ketidakmampuan berusaha bisa disebabkan kezaliman (rekayasa) oleh orang 
lain biasanya diistilahkan dengan kemiskinan struktural.
9
 Trem miskin juga 
berarti orang yang terbatas kemampuannya dan memiliki rasa aman yang 
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relatif antara sesamanya atau orang yang kehilangan salah satu fungsi organ 
tubuhnya, seluruh manusia dengan kondisi demikian termasuk kategori 
miskin
10
  
3. Ekonomis, masyarakat kabupaten Sidenreng Rappang memiliki pertumbuhan 
pendapatan PDRB (Produk Domistik Rate Bruto) berdasarkan lapangan; 
pertanian 35,20% pertambangan 4,60% industri pengolahan 13,32% listrik,gas 
dan air 7,68% perdagangan restoran dan hotel/wisma 8,10% angkutan dan 
komunikasi 12,90% keuangan dan jasa perusahaan 10,84% dan jasa-jasa 
9,160%.
11
 
 Faktor-faktor tersebut memberikan kesan bahwa penaganan tingkat 
pemahaman berzakat di kabupaten Sidenreng Rappang belum maksimal sehingga 
dapat terwujud keserasian antara pemahaman dan pelaksanaan membayar zakat di 
Sidenreng Rappang dapat terwujud. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan 
pokok permasalahan ini adalah “Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap 
kewajiban zakat di kecamatan Maritengngae kabupupaten Sidenreng Rappang‟‟. 
Untuk mempermudah pembahasan tersebut dijabarkan ke dalam 2 sub 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana gambaran pelaksanaan kewajiban zakat di Kecamatan 
Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang ?  
2. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar pemahaman masyarakat 
membangun kesadaran untuk mengeluarkan zakat? 
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C. Defenisi Operasional  
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan tidak terjadi kesalah 
pahaman maka peneliti memberikan defenisi mengenai pembahasan ini, 
diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul yakni “ Pemahaman 
Masyarakat Terhadap kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten 
Sidenreng Rappang” 
1)  Pemahaman Masyarakat kewajiban Zakat 
Upaya peningkatan pemahaman kewajiban zakat berjalan siring dan 
seimbang dalam pelaksanaannya pada masyarakat Islam, karena ajaran zakat itu 
memiliki makna spiritual yang mendalam disamping juga sarat dengan dimensi 
sosial dan ekonomi memeng menjadi daya tarik tersendiri untuk dibahas karena 
merupakan fakta dan riil di tengah-tengah masyarakat Islam. 
2) Pelaksanaan Zakat di Kecamatan Maritengngae 
Dalam menentukan tempat beserta para pelaksanaannya yang diatur dalam 
rangka struktur sekaligus pembagian tugas dan wewenang dan tanggung jawab, 
maka perlu diperhatikan potensi orang orang yang terkait. Dala hal ini pengelola 
zakat adalah lembaga zakat, seperti kantor Urusan Agama dan Badan Amil zakat 
secara berjenjang pusat dan daerah, lembaga amil zakat (LAZ) kecamatan. 
D. Kajian Pustaka 
 Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang 
berkaitan dengan obyek kajian penelitian ini, ditemukan beberapa hasil penelitian 
maupun literatur yang relevan dengan penelitian ini di antaranya: 
Muhammad Abduh Sulaiman, alumni UMI penelitian skripsi tahun 2010 
yang berjudul “Implementasi Sistem Pengumpulan Zakat menurut UU. RI No.38 
tahun 1999 di Kabupaten Wajo”. Mengungkapkan bahwa dalam masyarakat 
masih memiliki persesi bahwa keberadaan zakat itu merupakan semata-mata 
institusi keagamaan, karena kedudukan tersebut masyarakat lebih cenderung 
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menyerahkan langsung kepada “mustahiq” sehingga dapatlah dinyatakan bahwa 
presepsi masyarakat memandang zakat, semata-mata sebatas institusi keagamaan 
(masalah ibadah semata), turut berpengaruh terhadap pelaksanaannya UU. RI. No. 
38 Tahun 1999 tentang pengelolaaan dan pendayagunaan zakat.  
Ali Parman, penelitian tahun 2007 yang berjudul “Ketaatan Berzakat” 
(Telaah Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Manajemen Zakat di Kota 
Makassar) dengan hasil bahwa persepsi masyarakat kota makassar masih lemah 
sehingga perlu usaha untuk meningkatkan kualitas pengetahuan muzakki, 
demikian pula dimensi perilaku taat masyarakat Kota Makassar perlu peningkatan 
agar ketaatan lebih berkualitas. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
kewajiban zakat pada masyarakat Maritengngae dan pemberdayaan zakat di 
Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. 
b. Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar pemahaman 
masyarakat membangun kesadaran untuk mengeluarkan zakat 
2. Kegunaan penelitian  
a. Kegunaan Ilmiah 
 Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan kosntriabusi 
terhadap penelitian dan kajian selanjutnya, baik yang berhubungan peningkatan 
pemahaman, tata cara pembayaran zakat dan pengelolaan zakat di Kecamatan 
Maritengngae maupun keunggulan-keunggulan sistem dan prosedur pengelolaan 
zakat. Tulisan ini diharapkan pula menjadi perbendaharaan pengetahuan dan 
bahan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
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b. Kegunaan Praktis 
 Penelitian di harapkan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah (Bupati 
Sidenreng Rappang), tokoh masyarakat, ulama, serta pelaku bisnis, untuk 
mengambil kebijakan peningkatan pemahaman dan pengamalan serta pengelolaan 
zakat berkelanjutan melalui upaya sosialisasi lembaga BAZ sebagai lembaga 
pemberdayaan ekonomi umat dalam mengatasi berbagai gejala negatif yang 
mungkin timbul sebagai dampak krisis ekonomi yang terjadi di 
masyarakat,khususnya pengentasan kemiskinan dan ekonomi lemah di kecamatan 
Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. 
Secara praktis diharapkan penelitian ini memiliki implikasi secara 
langsung dengan memperoleh informasi dan pengetahuan baru tentang strategi 
pelaksanaan zakat dan pengelolaannya dalam meningkatkan pemahaman 
masyarakat dan mutu pelayanan dari perspektif manajemen zakat.
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT 
A. Pengertian Zakat 
Zakat menurut bahasa searti dengan istilah “nama”  kesuburan tambahan 
besar), “taharah”  kesucian) “barakah” (keberkahan) dan “tazkiyah” 
(penyucian). Sedangkan zakat dalam istilah syara‟ ialah: pemberian sesuatu yang 
wajib diberikan dari sejumlah harta tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu 
kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. 
Zakat merupakan ajaran pokok dalam Islam, yaitu salah satu rukun Islam 
yang ke lima yang urutannya berada pada urutan ketiga setelah syahadat dan 
shalat. Karenanya zakat memiliki kedudukan yang penting dalam Islam, baik 
dilihat dari sudut pandang ubudiyah ( hablumminallah) maupun sudut pandang 
sosial (hablumminan-nash). Secara garis besar zakat dibagi kepada dua yaitu zakat 
mal (harta) dan zakat  fitrah (jiwa).
12
 
Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua sisi. Pada satu sisi zakat 
merupakan ibadah yang berfungsi sebagai penyucian terhadap harta dan diri 
pemiliknya, pada sisi lain zakat mengandung makna sosial yang tinggi.
13
 
Zakat adalah satu nama yang diberikan untuk harta yang dikeluarkan oleh 
seorang manusia sebagai hak Allah ta‟alah yang diserahkan kepada orang-orang 
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fakir. Dinamakan zakat karena didalamnya terdapat harapan akan adanya 
keberkahan, kesucian jiwa, dan perkembangan dalam kebaikan.
14
 
Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah 
harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada orang-
orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan yang berlaku, sebagai 
penyucian diri dan harta maupun membangun rasa sosial terhadap sesama. 
B. Syarat syarat Zakat         
Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-
persyaratan yang telah ditentukan secara syara‟.wahbah al-zuhaili membagi syarat 
ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah 
Adapun syarat wajib zakat adalah: 
15
 
a. Islam 
b. Merdeka 
c. Baligh dan berakal 
d. Harta tersebut merupakan harta yang wajib dizakati, seperti emas dan perak, 
hasil pertanian, hewan ternak maupun barang dagangan.  
e. Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah) 
f. Harta tersebut adalah milik penuh  
g. Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu) 
h. Tidak adanya hutang 
i. Melebihi ukuran dasar atau pokok 
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j. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal 
k. Berkembang  
Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut; 
a.  Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) 
b. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq (orang yang berhak 
menerima zakat) 
Dengan adanya syarat-syarat mengeluarkan zakat, itu artinya zakat bukan 
sebuah beban yang diwajibkan kepada seseorang tanpa syarat melainkan adat hak 
orang lain disetiap harta yang berkembang. Namun selain zakat ada sedekah dan 
infaq bagi setiap orang yang ingin berbagi dengan orang lain tetapi tidak 
memenuhi syarat mengeluarkan zakat. 
C.    Jenis zakat 
Zakat terbagi atas dua jenis yakni: 
1.  Zakat Fitrah  
Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang idul fitri pada bulan 
Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok 
yang ada di daerah bersangkutan. 
Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya terdiri dari 
kata “zakat” dan “fitrah”. Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh 
banyak ulama‟ bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah 
terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (nishab dan khaul) 
yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahiq lainnya sebagai tanda 
syukur atas nikmat Allah swt. Dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta 
untuk membersihkan diri dan hartanya (Qardhawi, 1996:999). Dengan kata lain, 
zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berkelebihan rizki untuk 
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menyisihkan sebagian dari padanya untuk diberikan kepada saudara-saudara 
mereka yang sedang kekurangan.  
Sementara itu, fitrah dapat diartikan dengan suci sebagaimana hadits Rasul 
“kullu mauludin yuladu ala al fitrah”  setiap anak Adam terlahir dalam keadaan 
suci) dan bisa juga diartikan juga dengan ciptaan atau asal kejadian manusia. 
Dari pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang zakat fitrah. Pertama, 
zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk 
mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada 
manfaatnya. Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa 
zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke 
dunia ini. Oleh karenanya zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau 
pribadi  
اَهِت ْىِهي ِّكَُزذَو ْىُهُز ِّهَُطذ ًحََقدَص ْىِهِناَىَْيأ ٍْ ِي ْذُخ 
“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka.”  QS:At-Taubah: 103) 
Zakat fitrah ialah zakat pribadi yang harus dikeluarkan pada bulan 
Ramadhan atau pada hari raya fitrah. ”Dari Ibnu ‟Abbas ra ia berkata : Rasulullah 
Saw, mewajibkan zakat fitrah itu selaku pembersih dari perbuatan sia-sia dan 
omongan –omongan yang kotor dari orang yang berpuasa dan sebagai makannan 
bagi orang miskin  maka barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat ‟Ied 
itu adalah zakat fitrah yang diterima dan barang siapa yang menunaikannya 
setelah shalat ‟Ied maka itu hanyalah suatu shadaqah dari shadaah –shadaqah 
biasa ”. (HR.Abu Dawud dan Ibnu Majah,dan disahkan oleh Hakim) 
Yang wajib dizakati: 
- Untuk dirinya sendiri; tua, muda, baik laki- laki maupun perempuan  
- Orang-orang yang hidup dibawah tanggungannya  
”Dari ibnu Umar ra berkata ia: telah bersabda Rasulullah saw: Bayarlah 
zakat fithrah orang –orang yang menjadi tanggunganmu.”  HR.Daruquthni dan 
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Baihaqi) 
 
Untuk zakat fithrah dari seorang yang makanan pokoknya beras tidak 
boleh dikeluarkan zakat dari jagung ,walaupun jagung termasuk makanan pokok 
tetapi, jagung nilainya lebih rendah dari pada beras. Dilihat dari aspek dasar 
penentuan kewajiban antara zakat fitrah dan zakat yang lain ada perbedaan yang 
sangat mendasar. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang bersumber pada 
keberadaan pribadi-pribadi (badan), sementara zakat-zakat selain zakat fitrah 
adalah kewajiban yang diperuntukkan karena keberadaan harta. 
2.      Zakat maal (harta)     
Zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali 
yang sudah memenuhi nishab. Mencakup hasil ternak, emas & perak, pertanian 
(makanan pokok), harta perniagaan, pertambangan, hasil kerja (profesi), harta 
temuan,. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. 
D.    Benda yang wajib dizakati 
1.      Binatang ternak 
Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, sapi, kerbau, 
dan kambing. Dasar wajib mengeluarkan zakat binatang ternak ialah: 
Diberitahukan oleh Bukhari dan muslim dari Abi Dzar, bahwasanya Nabi Saw, 
bersabda sebagai berikut: 
”Seorang laki-laki yang mempunyai unta,sapi, atau kambing yang tidak 
mengeluarkan zakatnya maka binatang –bnatang itu nanti pada hari Kiamat akan 
datang dengan keadaan yang lebih besar dan gemuk dan lebih besar dari pada 
didunia, lalu hewan –hewan itu menginjak-nginjak pemilik dengan kaki- kakinya. 
Setiap selesai mengerjakan yang demikian, bintang- binatang itu kembali 
mengulangi pekerjaan itu sebagaimana semula, dan demikianlah terus menerus 
sehingga sampai selesai Allah menghukum para manusia. ”   HR: Bukhari    
 Syarat bagi pemilik binatang yang wajib zakat tersebut adalah: 
a.  Islam 
b.  Merdeka. Seorang hamba tidak wajib berzakat. 
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c.  Milik yang sempurna. Sesuatu yang belum sempurna dimiliki tidak 
wajib dikeluarkan zakatnya. 
d.   Cukup satu nisab 
e.    Sampai 1 tahun lamanya dipunyai 
f.  Digembalakan di rumput yang mubah. Binatang yang diumpan 
(diambilkan makananya) tidak wajib dizakati. 
 Seseorang yang memiliki 5 ekor unta ke atas wajib mengeluarkan 
zakatnya dengan aturan sebagai berikut: 
1. . 5-9 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing 
2.  10-14 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing 
3. 15-19 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing 
4. 20-24 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing 
5. 25-35 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 1-2 tahun 
6. 36-45 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 2-3 tahun 
7.  46-60 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 3-4 tahun 
8. 61-75 ekor unta zakatnya 1 ekor unta berumur 4-5 tahun 
9. 76-90 ekor unta zakatnya 2 ekor unta berumur 2-3 tahun 
10.  91-120 ekor unta zakatnya 2 ekor unta berumur 2-3 tahun 
11.  121 ekor unta zakatnya 3 ekor unta berumur 2-3 tahun 
Kemudian untuk tiap tiap 40 ekor unta zakatnya 1 ekor unta yang berumur 
2-3 tahun dan untuk tiap tiap 50 ekor zakatnya 1 ekor unta berumur 3-4 tahun. 
 Nishab dan zakat sapi atau kerbau 
Nishab zakat sapi atau kerbau ialah mulai dari 30 ekor ke atas dengan 
rincian sebagai berikut: 
1. 30-39 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau yang 
berumur 1- 2 tahun. 
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2. 40-59 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau betina 
yang berumur 2-3 tahun. 
3.  Untuk selajutnya tiap-tiap 40 ekor sapi atau kerbau zakatnya seekor anak 
sapi atau kerbau betina yang berumur 2-3 tahun 
 Nishab dan zakat kambing 
Nishab kambing ialah mulai dari 40 ekor kambing dan zakatnya adalah 1 
ekor kambing berumur 2-3 tahun. Selanjutnya diatur sebagai berikut; 
1.  40-120 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing berumur 2-3 tahun 
2. 121-200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing berumur 2-3 tahun 
3. 201-300 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing berumur 2-3 tahun 
4. 301-400 ekor kambing zakatnya 4 ekor kambing berumur 2-3 tahun 
5.  Untuk selanjutnya setiap bertambah 100 ekor kambing, zakatnya 1 
ekor kambing. 
 Emas dan Perak 
Nishab emas adalah mitsqal atau sama dengan 93,4 gram, zakatnya 2,5%. 
Adapun perak nishabnya adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram, 
zaktanya 2,5%. Jika emas atau perak telah mencapai atau melebihi dari ukuran 
nishab dan haul (satu tahun), berkewajibanlah bagi pemiliknya untuk 
mengeluarkan zakat. Demikian juga jika kepemilikan benda itu berlebih, 
pemiliknya harus memperhitungkan berapa yang harus dibayarkan. Misalnya, 
jumlah emas sebanyak 100 gram, maka perhitungannya adalah 2,5% dikalikan 
dengan 100 gram= 2,5 gram. Jadi, zakatnya bukanlah potongan atau bagian dari 
emas tersebut, melainkan nilai uang yang setara dengan jumlah emas yang harus 
dikeluarkan. Zakat emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan 
firman Allah:  
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ا ِميِثَس يِف اََه ُىقِفُْ ُي َلََو َح َّضِفْناَو َةَهَّذنا ٌَ وُزُِ ْكَي ٍَ يِذَّناَو َت ْىُهْز ِّشََثف ِ َّللَّ ٍىيِه   ً ًَ ُْحي َوْىَي
 ْىُكُِسفَْ َ ِلِ ُْىذْزَُ َك اَي َاذَه ْىُهُرىُهُظَو ْىُُهتُى ُجَو ْىُهُهاَثِج اَهِت يَىُْكرَف َىََُّهَج ِراَ  ِيف اَهَْيهَع
ُىقُوذَف ٌَ وُزَُِْكذ ُْىرُْ ُك اَي ا 
“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa 
mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu 
dalam neraka jahanam lalu dibakar dengannya dahi, lambung dan punggung 
mereka  lalu dikatakan  kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan 
untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu 
simpan itu”.” (Qs:At-Taubah: 34-35) 
Syarat- syarat wajib zakat emas dan perak sebagai berikut: 
a.       Milik orang Islam  
b.      Yang memiliki adalah orang yang merdeka  
c.       Milik penuh( dimiliki dan menjadi hak penuh ) 
d.      Sampai nishabnya 
e.       Sampai satu tahun disimpan 
 Nisab dan zakat emas  
Nishab emas bersih adalah 20 dinar (mitsqal) = 12,5 pound sterling (96 
gram ) zakatnya 2,5% atau seperempat puluhnya. Jadi seorang Islam yang 
memiliki 96 gram atau lebih dari emas yang bersih dan telah cukup setahun 
dimilikinya maka wajiblah ia mengeluarkan zakatnya 2,5% atau seperempat 
puluhnya. Seperti yang tercantum dalam hadits: 
Dari Ali r.a ia berkata : Rasulullah Saw bersabda : Apabila kamu punya 
200 dirham (perak) dan telah lewat satu tahun, (maka wajib dikelurkan zakatnya) 
dari padanya 5 dirham ; hingga tidak ada sesuatu kewajiban zakat bagimu pada 
sesuatu (emas) sehingga kamu mempunyai 20 dinar dan telah lewat satu tahun, 
maka zakatnya 0,5 dinar. Dan pada yang lebih zakatnya menurut perhitungannya 
dan pada harta-harta ( emas dan perak) tidak ada hak zakat,kecuali apabila sudah 
lewat satu tahun.” HR Abu dawud. 
 Nishab dan zakat perak 
Nishab perak bersih 200 dirham ( sama dengan 672 gram), zakatnya 2,5 % 
apabila telah dimiliki cukup satu tahun . Emas dan perak yang dipakai untuk 
perhiasan oleh orang perempuan dan tidak berlebih- lebihan dan bukan simpanan, 
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tidak wajib dikelurkan. zakatnya. Beberapa pendapat tentang emas yang telah 
dijadikan perhiasan pakaian: Pendapat imam Abu Hanifah : berpendapat bahwa 
emas dan perak yang telah dijadikan perhiasan dikeluarkan zakatnya pula. 
Pendapat imam Malik : Jika perhiasan itu kepunyaan perempuan untuk 
dipakai sendiri atau disewakan, atau kepunyaan lelaki untuk dipakai isterinya, 
maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi jika seorang lelaki memilkinya 
untuk disimpan atau untuk perbekalan dimana perlu, maka wajiblah dikeluarkan 
zakatnya 
 Makanan hasil bumi 
Hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang dapat dijadikan 
makanan pokok seperti: padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Sedangkan buah- 
buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah: anggur, dan kurma. Buah-buahan 
yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana sabda Rasulullah Saw sebagai 
berikut: 
” Tidak ada sedekah  zakat   pada biji dan kurma kecuali apabila mencapai 
lima wasaq( 700kg) . H.R Muslim 
Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat hasi bumi sebagai berikut:  
1.      Pemiliknya orang Islam  
2.      Pemiliknya orang Islam yang merdeka 
3.      Milik sendiri 
4.      Sampai nisabnya 
5.      Makanan itu ditanam oleh manusia 
6.      Makanan itu mengenyangkan dan tahan lama disimpan lama  
Tidak disyaratkan setahun memilki, tetapi wajib dikeluarkan zakatnya pada tiap-
tiap menuai/panen. 
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 Nishab dan zakat hasil bumi 
Nishab zakat hasil bumi ini sesuai dengan sabda nabi: 
”Dari Abdullah r.a. nabi Saw bersabda : ”Tanam-tanaman yang diairi dengan 
air hujan, mata air atau yang tumbuh dirawa-rawa, zakatnya sepersepuluh 
(1/10) dan yang diairi dengan tenaga pengangkutan zakatnya seperduapuluh 
 1/20 .”( HR.Bukhari) 
Nishab hasil bumi yang sudah dibersihkan ialah 5 wasaq yaitu kira- 
kira 700 kg, sedang yang masih berkulit nishabnya 10 wasaq= 1400 kg 
Zakatnya 10% (sepersepuluh ) jika diairi dengan air hujan, air sungai, siraman 
air yang tidak dengan pembelian (perongkosan ). Jika diari dengan air yanng 
diperoleh dengan pembelian maka zakatnya 5% (seperdua puluh ). 
Semua hasil bumi yang sudah masuk, wajib dikeluarkan zakatnya, 
termasuk yang dikeluarkan untuk ongkos menuai dan angkutan.Buah buahan 
seperti kurma, biji-bijian yang mengeyangkan seperti beras, gandum, dan yang 
semisal wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencukupi nishabnya. Zakat 
buah-buahan dan biji bijian tidak perlu haul (satu tahun), tetapi dikeluarkan 
pada waktu panen. Adapun Nishab dari hasil pertanian ini adalah sebanyak 
lima wasaq. 1 wasaq= 60 sha`, sehingga 5 wasaq= 300 sha`. 1 sha`= 2.304 kg, 
sehingga 300 sha`= 691,2 kg= 91 kg 200 gram. Adapun besarnya sakat yang 
dikeluarkan ialah berkisar antara 5 s.d 10 % jika, hasil pertaniannya 
menggunakan air hujan atau air sungai besar zakatnya ialah 10% dan jika 
produk menyangkut biaya transportasi, mesin pompa air, maka wajib 
dizakatkan 5%. 
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 Hasil tambang 
Hasil tambang berupa emas dan perak apabila telah sampai memenuhi 
nishab sebagaimana nishab emas dan perak, maka harus dikeluarkan zakatnya 
seketika itu juga, tidak perlu menuggu satu tahun. Zakat yang wajib dikeluarkan 
ialah 2,5%. .Barang rikaz itu umumnya berupa emas dan perak atau benda logam 
lainnya yang berharga.  
Syarat-syaratnya mengeluarkan zakat rikaz: 
a.       Orang Islam  
b.      Orang merdeka 
c.       Milik Sendiri 
d.      Sampai nishabnya 
Tidak perlu persyaratan harus dimilki selama 1 tahun. Nishab zakat barang 
tambang dan barang temuan, dengan nishab emas dan perak yakni 20 mitsqa l=96 
gram untuk emas dan 200 dirham (672 gram ) untuk perak. Zakatnya masing-
masin 2,5%. 
 Harta perniagaan  
Barang (harta) perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya mengingat 
firmanAllah: 
”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari 
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 
bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 
menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya” QS Al- Baqarah : 267).  
Dan sabda Rasulullah: “Dari samurah : “Rasululah Saw  memerintahkan 
kepada kami agar mengeluarkan zakat dari barang yang disediakan untuk di jual .” 
( HR. Daruquthni dan Abu Dawud) 
21 
 
 
 
Syarat wajibnya zakat perniagaan ialah: 
a.       Yang memiilki orang Islam  
b.      Milik orang yang merdeka 
c.       Milik penuh 
d.      Sampai nishabnya  
e.       Genap setahun 
Setiap tahun pedagang harus membuat neraca atau perhitungan harta 
benda dagangan. Tahun perniagaan di hitung dari mulai berniaga. Yang dihitung 
bukan hanya labanya saja tetapi seluruh barang yang diperdagangkan itu apabila 
sudah cukup nishab, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya seperti zakat emas yaitu 
2,5%. 
Harta dagangan yang mencapai jumlah seharga 96 gram emas, wajib 
dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% . Kalau sekiranya harga emas 1gram Rp 100, 
maka barang dagangan yang seharga 96x RP 100 = RP.9600, wajib dikeluarkan 
zakatnya 2,5% = RP 240. 
Harta benda perdagangan perseroan, Firma, CV atau perkongsian dan 
sebagainya, tegasnya harta benda yang dimilki oleh beberapa orang dan menjadi 
satu maka hukumnya sebagai suatu perniagaan. 
Kewajiban zakat ini juga mencakup barang-barang yang dipersiapkan 
untuk dijual seperti tanah, bangunan, mobil, alat-alat penampung air maupun 
barang-barang dagangan lainnya. Adapun bangunan yang disewakan maka 
kewajiban zakat ada pada uang sewanya (jika mencapai nishob) dan telah lewat 
setahun dalam kepemilikan. Demikian pula mobil pribadi maupun mobil yang 
disewakan tidak ada kewajiban zakat atasnya karena tidak dipersiapkan untuk 
dijual tetapi untuk digunakan. Akan tetapi jika uang hasil disewakannya mobil 
tersebut atau uang apapun yang telah mencapai nishob dan telah lewat setahun 
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dalam kepemilikan seseorang maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya, baik uang 
tersebut dipersiapkan untuk nafkah, atau untuk menikah, atau untuk dibelikan 
perabot rumah, atau untuk dibayarkan hutang maupun untuk selainnya. 
E. Nisab 
Nisab adalah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar‟i 
(agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi 
yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut. Orang yang memiliki harta 
dan telah mencapai nishab atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat.  
Syarat-syarat nishab adalah sebagai berikut: 
1. Harta tersebut di luar kebutuhan yang harus dipenuhi seseorang, seperti 
makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang 
dipergunakan untuk mata pencaharian. 
2. Harta yang akan dizakati telah berjalan selama satu tahun (haul) 
terhitung dari hari kepemilikan nishab dengan dalil hadits Rasulullah 
shallallahu „alaihi wa sallam. “Tidak ada zakat atas harta, kecuali 
yang telah melampaui satu haul (satu tahun).” (HR. Tirmidzi, Ibnu 
Majah, dihasankan oleh Syaikh al AlBani) Dikecualikan dari hal ini, 
yaitu zakat pertanian dan buah-buahan. Karena zakat pertanian dan 
buah-buahan diambil ketika panen. Demikian juga zakat harta karun 
(rikaz) yang diambil ketika menemukannya. 
Misalnya, jika seorang muslim memiliki 35 ekor kambing, maka ia tidak 
diwajibkan zakat karena nishab bagi kambing itu 40 ekor. Kemudian jika 
kambing-kambing tersebut berkembang biak sehingga mencapai 40 ekor, maka 
kita mulai menghitung satu tahun setelah sempurna nishab tersebut. 
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F. Cara Menghitung Nishab 
Dalam menghitung nishab terjadi perbedaan pendapat. Yaitu pada 
masalah, apakah yang dilihat nishab selama setahun ataukah hanya dilihat pada 
awal dan akhir tahun saja? 
Imam Nawawi berkata  “Menurut mazhab kami  Syafi‟i   mazhab Malik  
Ahmad, dan jumhur, adalah disyaratkan pada harta yang wajib dikeluarkan 
zakatnya – dan (dalam mengeluarkan zakatnya) berpedoman pada hitungan haul, 
seperti: emas, perak, dan binatang ternak- keberadaan nishab pada semua haul 
(selama setahun). Sehingga, kalau nishab tersebut berkurang pada satu ketika dari 
haul, maka terputuslah hitungan haul. Dan kalau sempurna lagi setelah itu, maka 
dimulai perhitungannya lagi  ketika sempurna nishab tersebut.”  Dinukil dari 
Sayyid Sabiq dari ucapannya dalam Fiqh as-Sunnah 1/468). Inilah pendapat yang 
rajih (paling kuat -ed) insya Allah. Misalnya nishab tercapai pada bulan 
Muharram 1423 H, lalu bulan Rajab pada tahun itu ternyata hartanya berkurang 
dari nishabnya. Maka terhapuslah perhitungan nishabnya. Kemudian pada bulan 
Ramadhan (pada tahun itu juga) hartanya bertambah hingga mencapai nishab, 
maka dimulai lagi perhitungan pertama dari bulan Ramadhan tersebut. Demikian 
seterusnya sampai mencapai satu tahun sempurna, lalu dikeluarkannya zakatnya. 
Demikian tulisan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. 
G.  Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat 
Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah 
ditentukan Allah swt. Dalam Al-Qur‟an. Mereka itu terdiri atas delapan golongan. 
Allah Ta‟ala telah menjelaskan dalam kitab-Nya yang mulia tentang golongan-
golongan penerima zakat dalam firman-Nya: 
 ٍَ يِهِياَعْناَو ٍِ يِكاَس ًَ ْناَو ِءاََزُقفْهِن ُخاََقد َّصنا ا ًَ ََِّإ  ِيفَو ْىُُهتُىُهق ِحَفَّنَؤ ًُ ْناَو اَهَْيهَع
 ٌىيِكَح ٌىيِهَع ُ َّللَّاَو ِ َّللَّا ٍَ ِي ًحَضيِزَف ِميِثَّسنا ٍِ ْتاَو ِ َّللَّا ِمِيثَس يِفَو ٍَ يِيِراَغْناَو ِباَق ِّزنا 
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“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat  para mu‟allaf yang dibujuk hatinya  
budak (yang mau memerdekakan diri), orang-orang yang berhutang, orang yang 
sedang di jalan Allah dan musafir, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, 
dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-Taubah: 60) 
 Yang berhak menerima zakat 
1. Fakir yaitu orang yaang tidak mempunyai harta atau usaha yang 
dapat menjamin 50% kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari 
2. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta dan usaha yang dapat 
menghasilkanlebih dari 50% untuk kebutuhan hidupnya tetapi 
tidak mencukupi 
3. ‟Amil yaitu panitia zakat yang dapat dipercayakan 
untukmengumpulkan dan  membagi-bagikannya kepada yang 
berhak menerimanya sesuai dengan hukum Islam  
4.  Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum kuat 
imannya dan jiwanya perlu dibina agar bertambah kuat imannya 
supaya dapat meneruskan imannya 
5. Hamba sahaya yaitu yang mempunyai perjanjian akan 
dimerdekakan oleh tuan nya dengan jalan menebus dirinya 
6. Gharimin yaitu orang yang berhutang untuk sesuatu kepentingan 
yanng bukan maksiat dan ia tidak sanggup untuk melunasinya  
7. Sabilillah yaitu orang yang berjuang dengan suka rela untuk 
menegakkan agama Allah  
8.  Musafir yaitu orang yang kekurangan perbekalan dalam 
perjalanan dengan maksud baik, seperti menuntut ilmu, 
menyiarkan agama dan sebagainya. 
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 Yang tidak berhak menerima zakat : 
1. Orang kaya. Rasulullah bersabda, "Tidak halal mengambil sedekah (zakat) 
bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan tenaga." (HR 
Bukhari).  
2. Hamba sahaya, karena masih mendapat nafkah atau tanggungan dari 
tuannya. 
3. Keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tidak halal 
bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat)." (HR Muslim).  
4. Orang yang dalam tanggungan yang berzakat, misalnya anak dan istri.  
5. Orang kafir. 
 
H. Tujuan dan Fungsi Zakat 
Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan 
oleh Allah swt tentunya mempunyai tujuan, hikmah dan faedah seperti halnya 
kewajiban yang lain. Di antara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang 
dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moril maupun materil, 
dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, 
disamping juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit sekaligus 
merupakan benteng pengamanan dalam ekonomi islam yang dapat menjamin 
kelanjutan dan kestabilannya. Di samping itu zakat juga merupakan syarat untuk 
memperoleh pertolongan dari Allah swt. Zakat juga merupakan syarat 
persaudaraan dalam agama. 
Yusuf Qardhawi, seorang ulama kontemporer mengatan bahwa zakat 
adalah ibadah maliyah ijtimaiyyah yang memiliki posisi dan peranan penting, 
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strategis dan menentukan.
16
 Oleh karena itu, maka zakat mempunyai manfaat dan 
hikmah yang sangat besar, baik bagi muzakki (orang yang mengeluarkan zakat), 
Mustahiq (orang yang berhak menerima zakat), harta itu sendiri maupun bagi 
masyarakat keseluruhan. Abdurrahman Qadir mencatat 5 hikmah zakat itu :
17
 
1. Manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah swt. Karena harta kekayaan yang 
diperoleh seseorang adalah atas karunia-Nya, dengan bersyukur, harta dan 
nikmat itu akan berlipat ganda. 
2. Melaksanakan pertanggung jawaban sosial, karena harta kekayaan yang 
diperoleh oleh orang kaya, tidak terlepas dari adanya andil dan bantuan orang 
lain baik langsung. 
3. Dengan mengeluarkan zakat ,golongan ekonomi lemah dan orang tidak mampu 
merasa terbantu, dengan demikian akan tumbuh rasa persaudaraan dan 
kedamaian dalam masyarakat. 
4. Mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah dan terpuji dan 
menjauhkan diri dari sifat bakhil yang tercela. 
5. Mengantisipasi dan ikut mengurangi kerawanan dan penyakit sosial seperti : 
pencurian, perampokan, dan berbagi tindakan kriminal yang ditimbulkan akibat 
kemiskinan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. 
I . Landasan Hukum 
1.Nash Al-Qur‟an 
                                                          
16
Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai status dan filafat Zakat 
Berdasarkan Qur‟an dan Hadits, (PT.Pustaka Litera Nusantara dan Mizan : 1996), Cet. 4 h. 235 
17
Abdurrahman Qadir, zakat dalam dimensi mahdha dan sosial, (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 1998) h. 83 
27 
 
 
 
Dalam Al-Qur‟an dinyatakan bahwa zakat merupakan salah satu sendi 
pokok ajaran islam bahkan al-Qur‟an dan salat sebagai lambang dari keseluruhan 
ajaran islam, hal ini dapat dilihat dalam al QS.at-Taubah (9): 11 sebagai berukut : 
 ٍوَْىقِن ِخاَيلآا ُم ِّصَُفََو ٍِ ي ِّدنا يِف ْىُُكَاَىِْخئَف َجاَك َّزنا ْاَُىذآَو ََجلاَّصنا ْاىُياََقأَو ْاُىتَاذ ٌِئَف
 ٌَ ى ًُ َهَْعي(١١)َ  
Terjemahannya: 
“jika mereka bertaubat  mendirikan salat dan menunaikan zakat  maka 
(mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.
18
 
 Perintah zakat yang diturunkan pada periode makkah, sebagaimana yang 
terdapat pada ayat diatas, baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir 
miskin dan orang-orang yang membutuhkan bantuan. 
 Dilihat dari segi kebahasaan, teks ayat-ayat tentang perintah zakat, 
sebagian besardalam bentuk amr‟  perintah  dengan menggunakan kata “atau” 
(tunnaikan) yang bermakna ketetapan, segera, sempurnakan sampai akhir, 
kemudahan mengantar zakat itu g kepada orang-orang yang membutuhkan. 
2.Nash al-Sunnah 
Dari As-sunnah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam bukhari dan 
iman muslim yang berkaitan dengan zakat adalah: 
 
 ُوَاِقإَو ِالله ُلْىُسَر ًاد ًَّ َحُي ٌَّ َأَو ُالله َِّلَإ ََهِنإ َلَ ٌْ َأ َُجداَهَش ٍس ًْ َخ ًَهَع َُولاْسِْلإَايُُِت
 ُءَارْيِإَو َِجلاَّصنا ٌَ اَضَيَر ُوْىَصَو ِدْيَثْنا ُّجَحَو ِجاَك َّزنا  
Yang Artinya: 
“....bahwa Islam itu dibina diatas lima asas mengakaui bahwa tiada tuhan 
selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, Mendirikan 
                                                          
18
Kementrian Agama RI, Al-qur‟an dan Terjemahannya ( Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
dan Penterjemah/Penafsir, 1971), h. 279 
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shalat,mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhandan melakukan ibadah 
Haji bagi siapa yang sanggup mengerjakannya”.(HR.Bukhari)19 
Hadis tersebut adalah sebagian dari nash al –Sunnah yang bersifat umum 
yang menegaskan tentang kewajiban zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. 
Sedangkan pada hadis yang lainnya menjelaskan sub-sub masalah zakat, seperti 
jenis harta yang wajib dizakati, nisab, haul, asnab delapan dan hal-hal yang 
berkaitan dengannya. 
3.Landasan Ijma‟ 
Adapun landasan zakat dari ijma‟ yaitu Nabi Muhammad Saw wafat  maka 
pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar Assiddiq, sebagai khalifah yang 
pertama, pada saat itu timbul gerakan sekelompok orang yang menolak membayar 
zakat kepada khalifah Abu bakar. Khalifah mengajak para sahabat lainnya untuk 
bermufakat menetapkan pelaksanaan dan penerapan zakat dan mengambil 
tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat 
dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad.
20
 
Seterusnya pada masa tabiin dan imam mujahidin serta murid-muridnya 
telah melakukan ijtihad dan merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan 
situasi dan kondisi. 
J. Kerangka Pikir 
 Untuk mengilustrasikan secara menyeluruh intisari pembahasan ini, lebih 
lanjut penulis perlu memaparkan hal-hal sebagai berikut: 
1. pemahaman masyarakat terhadap kewajiban zakat telah menjadi kesenjangan 
dengan pelaksanaan rukun Islam lainnya di Kabupaten Sidenreng Rappang. 
pemahaman masyarakat zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten 
                                                          
19
Al-Bukhari, Abu Abdullahb bin al-Mughirah bin al-Bardizbat, Shahih Bukhari, Jilid 1, 
Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 7-8 
20
Imam al-Suyuthi, Trikh Khulafah, diterjemahkan oleh syamsul Rahman, dengan judul 
“sejarah Penguasa Islam ( cet.I: Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h.79 
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Sidenreng Rappang belum optimal.Penerapan ketaatan membayar zakat harta 
di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, ialah adanya 
upaya-upaya strategis yang dilakukan pengelola zakat di Kecamatan 
Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang agar memberikan peningkatan 
pemahaman dan pelaksanaan zakat harta bagi masyarakat kecamatan 
Maritengngae. Pengelolaan zakat dan pelayanan yang prima agar umat Islam di 
Kecamatan Maritengngae agar memiliki kesadaran dan berkeyakinan bahwa 
antara membayar zakat dan pelaksanaan ibadah lainnya tidak ada kesenjangan 
dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dibuktikan melalui pengumpulan, 
pendistribusian dan pemberdayaan zakat yang optimal, keberhasilan 
pengelolaan zakat dengan meningkatkan tarap pengelola zakat amil zakat 
sebagai badan atau lembaga yang berupaya mewujudkan keadilan sosial, 
kemaslahatan, keterbukaan dan kepastian hukum sebagai wujud nyata 
pengamalan ajaran (syariat Islam). 
2. Penelitian ini juga mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman 
masyarakat terhadap kewajiban zakat dan pengelolannya agar sesuai peraturan 
yang berlaku termasuk dalam hal ini hukum Islam di Kabupaten Sidenreng 
Rappang, faktor yang dimaksud antara lain : a) pengetahuan dan pemahaman 
terhadap Ajaran Haji dan zakat, b) fungsi-fungis manajemen belum diterapkan 
sepenuhnya, sehingga muncul kurangnya kepercayaan masyarakat pada 
lembaga zakat, c) tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar 
zakat, dan d) kesadaran hukum masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap 
ajaran zakat itu sendiri perlunya diterapkan perubahan pemahaman ajaran umat 
Islam dan segenap lembaga serta pranata sosial untuk suatu kebersamaan 
sesuai dengan tuntutan zaman. 
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Uraian dari beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan zakat di 
Kabupaten Sidenreng Rappang, hal ini berarti masyarakat muslim mengakui 
rukun iman dan Islam tetapi perhatian kepada membayar zakat tidak sama 
dengan pelaksanaan ibadah lainnya. Padahal zakat juga salah satu rukun Islam 
setelah syahadat dan salat, umat Islam lebih cenderung meningkatkan fardu 
„ain dari pada fardu kifayah. Mereka lebih banyak mementingkan ibadah 
syahsiah, orang lain tidak diperlukan, segala usahanya akan mendapatkan 
pahala atas usahanya sendiri.sementara ijtimaiyah adalah kewajiban sosial 
karena dilakukan bersama masyarakat. 
Karena kajian ini bersifat kualitatif, maka lingkup pembahasannya 
diorentasikan pada upaya-upaya mengungkap pengelolaan zakat di Kabupaten 
Sidenreng Rappang.  
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Dalam kajian ini digunakan jenis data “Kualitatf”, adalah suatu data yang 
diperoleh dengan mengkaji dan upaya dan menggali fenomena dalam masyarakat 
sebagai sumber data secara objektif di lapangan tentang pemahaman masyarakat 
terhadap kewajiban zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng 
Rappang dalam meningkatkan pemahaman rukun Islam ketiga bagi masyarakat 
muslim di kecamatan Maritengngae. 
 Peneltian ini membahas tentang tingkat pemahaman masyarakat terhadap 
pelaksanaan zakat di Kecamatan Maritengngae, maka metode pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan teologis normatif,
21
 filosofis,
22
 paedagogis,
23
 
psikologis,
24
 dan sosio kultural.
25
 Penonjolan metode-metode pendekatan seperti 
yang telah disebutkan, sangat relevan dalam pembahasan tentang 
perananpengelola zakat dalam memberdayakan potensi zakat di Kecamatan 
Maritengngae dan pengaruhnya terhadap peningkatan pemahaman ajaran zakat 
pada masyarakat muslim Maritengngae. 
 
                                                          
21
Pendekatan teologis normatif, bila objek kajiannya dibahas berdasarkan norma-norma 
keagamaan yang diyakini keberadaanya. Lihat Noeng Muhajir, Metodologi penelitian kuantitatif ( 
Yoktarta: Rake Sarasin, 1996), h. 107 
22
Pendekatan filosofis, bila objek kajiannya dibahas berdasarkan penalaran ilmu hikmah 
(kefilsafatan),h.9 
23
Pendekatan paedagogis, bila objek kajiannya dibahas berdasarkan kaidah-kaidah 
kependidikan, lihat Tim Revisi IAIN ALAUDDIN, h. 11 
24
Pendekatan psikologis, bila objek kajiannya diubah berdasarkan kaidah-kaidah ilmu 
kejiwaan.h. 10 
25
Pendekatan sosio kultural, bila objeknya kajiannya berdasarkan ilmu social dan  
kemasyarakatan Lihat Noeng Muhadjir, h. 101  
31 
32 
 
 
 
2. Lokasi Penelitian  
 Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten 
Sidenreng Rappang. Yang difokuskan sebagai objek penelitian adalah warga 
Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang terkait dengan potensi 
zakat dan kemampuannya yang telah dirasakan oleh warga masyarakat di wilayah 
tersebut. 
Penentuan lokasi penelitian ini pertimbangan bahwa kecamatan 
Maritengngae adalah ibukota kabupaten Sidenreng Rappang yang memiliki 
jumlah penduduk terbesar diantara sepuluh kecamatan lainnya yakni 46.643 jiwa 
tersebar pada 5 desa dan 7 kelurahan,atau 16,98% dari keseluruhan penduduk 
kabupaten Sidenreng Rappang yang berjumlah 274.652 jiwa.
26
 Penduduk 
kecamatan Maritengngae terkondisikan dengan keadaan alam yang luas yang 
didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan, selebihnya bekerja pada sektor 
wirausaha, pegawai pemerintah dan sektor lainnya. dari jumlah penduduk 
Kecamatan Maritengngae sebanyak 46.643 jiwa terdapat 32,42% atau sama 
dengan 15.122 jiwa sebagai penduduk yang produktif bekerja pada berbagai 
sektor lapangan pekerjaan sebagaimana yang telah disebutkan.penduduk yang 
tergolong produktif bekerja adalah penduduk yang berusia antara 16 sampai 
dengan 64 tahun, sedangkan pendudu yang tergolong tidak produktif adalah 
penduduk yang berusia 0 sampai 15 tahun dan usia 65 tahunka atas.Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat konposisi orang bekerja menurut lapangan usaha yang ada 
di kecamatan Maritengngae pada tabel berikut: 
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Katalog BPS 1102001.7314, Sidenreng Rappang Dalam  Angka,(Sidrap : katalog BPS 
Kabupaten Sidenreng Rappang, 2016), h. 32 
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Tabel 1 
Jumlah Orang Yang Bekerja 
Menurut Lapangan Usaha di Kecamatan Maritengngae Tahun 2016 
No Lapangan usaha Jumlah Orang 
bekerja 
% 
1 Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan 7.772 51,39% 
2 Pertambanan dan Penggalian 65 0,43% 
3 Industri Pengolahan 889 5,88% 
4 Listrik, gas dan Air 210 1,39% 
5 Bangunan 290 1,92% 
6 Pedagang,Rumah makan dan Penginapan 2.433 16,09% 
7 Angkutan, Pergudangan dan Komunikas 497 3,29% 
8 Perbankan dan Keuangan 416 2,75% 
9 Jasa Lainnya 2.551 16,87% 
 Jumlah 15.122 100% 
Sumber Data :Kantor BAPPEDA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 
  Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel diatas dapat menjadi 
indikator besarnya jumlah potensi zakat yang ada dikecamatan Maritengngae, dan 
dipandang dijadikan sebagai objek sasaran dalam penelitian ini. Hal ini terbukti di 
kecamatan Maritengngae yang berpenduduk sebanyak 46.643 jiwa dan yang 
beragama islam berjumlah 43.635 jiwa dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 
15.122 jiwa atau sama dengan 32,42% sebagai penduduk produktif yang bekerja 
pada berbagai sektor lapangan kerja. Akan tetapi dari kantor Kementrian Agama 
Kabupaten Sidenreng Rappang di peroleh data khususnya untuk wilayah  
kecamatan Maritengngae yang menunjukkan bahwa jumlah muzakkih yang 
tercatat hanya sebanyak 1.128 wajib zakat yang terdiri dari atas 641 orang yang 
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berprofesi sebagai pegawai negri sipil dan 487 sebagai warga masyarakat umum, 
sementara jumlah mustahiq ada sebanyak 2.405 orang
27
. 
  Berdasarkan data-data yang telah dikemukakan dalam uraian ini 
menujukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara jumlah penduduk produktif 
(yang bekerja diberbagai sektor laapangan kerja) dengan jumlah muzakkih yang 
tercatat melalui lembaga pemerintah terkait. Untuk itulah hal tersebut menjadi 
alasan menjadikan kecamatan Maritengngae sebagai lokasi penelitian yang dinilai 
sangat strategis dan potensial untuk diteliti. 
B. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan penelitian bertujuan untuk merumuskan konsepsi pemahaman 
dan implementasi ajaran zakat dalam meningkatkan kinerja para pengelola zakat, 
sehingga masyarakat muslim dengan sendirinya sadar akan kewajiban dalam 
membayar zakat sebagai kewajiban orang beragama. Kaitannya juga tercakup 
didalamnya.untuk metode pendekatan psikologis juga digunakan karena orientasi 
penelitian ini adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan zakat 
di Kecamatan Maritenggae dan pengaruhnya terhadap pengamalan ajaran Islam 
merupakan syarat mutlak dalam meningkatkan kesejahtraan umat. Sedangkan 
dalam metode pendekatan sosio kultural, juga digunakan karena sesuai dengan 
kenyataannya, tingkat pemahaman masyarakat Maritengngae terhadap 
pelaksanaan zakat diperhadapkan oleh berbagai persoalan pemahaman keagamaan 
dan kebudayaan. 
C. Populasi dan Sampel 
Populasi pada umumnya berarti keseluruhan objek penelitian, mencakup 
semua elemen yang terdapat dalam wilayahpenelitian. Populasi pada penelitian ini 
adalah masyarakat Kecamatan Maritengngae, termasuk ulama dan akademisi serta 
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 Umar Yahya, dokumen penyelenggara zakat dan wakaf Kementrian Agama Kabupaten 
Sidenreng Rappang, tahun 2016. 
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yang berperan dalam pelaksanaan zakat di Kabupaten Sidenreng Rappang. 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive 
sampling,
28
di sisi lain memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap 
Kementrian Agama Kabupaten dan Kota, badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga 
Amil Zakat (LAZ) Kecamatan untuk dapat dipilih sebagai sampel. 
 Sedangkan sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan 
menggunakan teknik tertentu. Penelitian ini nenetapkan 1 KUA Kecamatan, 
Kementrian Agama Kabupaten / kota, hn1 Badan Amil Zakat Kecamatan dan 100 
Orang responden, dengan perincian sebagai berikut: 
a.Kantor urusan Agama                        : 1 Instansi 
b.Badan Amil Zakat                             : 1 Badan Amil Zakat 
c.Masyarakat Muslim                           : 20 Orang 
d.Akademisi                                        : 20 Orang 
e.Pejabat Kementrian Agama                : 20 Orang 
f.Umat Islam yang belum berzakat         : 20 Orang   
g.Umat Islam yang sudah berzakat         : 20 Orang 
   jumlah                                              100 Orang 
D. Metode Pengumulan Data 
Dalam mencari dan mengumulkan data, Penulis mempergunakan dua cara, 
yaitu: 
a. Riset Kepustakaan,Yaitu cara mengumpulkan data dengan jalan membaca 
buku-buku literatur, tulisan ilmiah, artikel majalah, atau surat kabar yang ada 
kaitannya dengan topik pembahasan ini. Kemudian untuk mengambil kutipan 
dari bacaan-bacaan tersebut, penulis menggukan dua macam teknik 
pengutipan, yaitu: 
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S.Morgono, Metodologi penelitian Pendidikan (cet. I: Jakarta Rineka Cipta, 1970), h. 
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1) Kutipan Langsung, yaitu pengutipan dari suatu teks/bacaan sesuai dengan 
aslinya tanpa mengubah redaksi kalimat sedikitpun. 
2)  Kutipan tidak langsung, yaitu cara pengutipan dari suatu bacaan dengan 
cara mengambil intisari kalimat saja, atau mengubah redaksinya,namun 
tidak mengurangi makna dan maksud sumber bacaan semula. 
b. Riset lapangan, yaitu cara pengumpulan data dengan jalan penulis langsung 
tutun ke lapangan dalam hal ini di KUA Kecamatan Maritengngae Kabupaten 
Sidenreng Rappang guna mengumpulkan data yang di perlukan dalam 
penyusunan ini. Oleh sebab itu data yang dikumpukan ini bersifat empiris. 
Kemudian dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan teknik-teknik 
pengumpulan data sebagai berikut: 
1) Teknik dokumenter, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan jalan 
meneliti dan mempelajari dokumentasi tercatat, misalnya : arsip-arsip, buku 
induk, leger dan lain-lain. 
2) Teknik Observasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui pengamatan dan 
pencatatan secara sistematis, logis, dan rasional, mengenai fenomena-
fenomena atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam situasi yang 
sesungguhnya. 
3) Teknik Interview, yaitu cara pengumpulan data, informasi, atau pendapat 
yang ditempuh melalui wawancara dengan para responden. Teknik 
sampling, yaitu menentukan sampel penelitian yakni dengan mengambil 
sebagian dari seluruh unsur yang menjadi populasi (obyek) penelitian yang 
dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan atau dijadikan cermin 
dari keseluruhan objek. 
4) Angket, yaitu mengajukan pertanyaan tertulis kepada sampel yang sifatnya 
tertutup, guna memperoleh informasi mengenai pemahaman masyarakat 
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terhadap kewajiban zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng 
Rappang. 
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Dalam Analisis data, dilakukan serangkaian kegiatan dengan teknik sebagai 
berikut: 
a. Data dikumpulkan selanjutnya diklasifikasi menurut kategori data. 
b. Data yang telah diklasifikasi ditelaah unsur relevansinya. 
c. Data dipandang relevan, diinterpretasi ke dalam bahasa baku menurut 
presfektif responden. 
d. Selanjutnya dituangkan dalam rangkaian pernyataan deskripsi untuk kajian 
sebuah skripsi. 
Data yang dipergunakan dalam pembahasan ini bersifat kualitatif, penulis 
mengelolah data yang ada, selanjutnya dintrerpretasiakan dalam bentuk konsep 
yang dapat mendukung pembahasan. 
Setelah data diperoleh peneliti selama melakukan penelitian baik secara 
library research maupun feild research metodh, maka data tersebut diolah dan 
dianalisis dengan menggunakan metode pengelolaan data di bawah ini, sehingga 
menghasilkan suatu kesimpulan yang utuh dan objektif, yaitu : 
a. Teknik induktif, yaitu teknik pengeloaan data dengan cara menganalisis data 
dan informasi yang telah diperoleh,namun masih berserakan, kemudian 
dikumpul, ditata dan dianalisis sehingga dapat memberi informasi yang utuh 
dan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang objek yang 
diteliti. Dalam teknik ini peneliti mengelola data khusus kemudian ditarik 
suatu kesimpulan secara umum. 
Relevansinya dengan penelitian ini, data yang diperoleh dari berbagai 
sumber,baik melalui pustaka, observasi lapangan, wawancara akan diolah 
38 
 
 
 
dan dianalisis sedemikian rupa sehingga memberikan informasi 
dankesimpulan yang utuh dan objektif. 
b. Teknik deduktif, yaitu teknik pengolahan data secara deduktif yaitu data 
tang telah dikumpulkan dan telah diramu sedemikian rupa, ditelaah kembali 
dan dianalisis sehingga memberi pengertian sekaligus kegunaan data 
tersebut. Jadi tenik ini merupakan cara balik dengan teknik induksi. Dalam 
teknik ini peneliti mengelolah data umum kemudian ditarik suatu 
kesimpulan secara khusus. 
c. Teknik komparatif, yaitu teknik pengolahandata melalui upaya 
pembangdingan, artinya hasil penelitian yang diperoleh tentang kondisi 
objektif atas suatu objek penelitian di perbandingkan dengan kondisi 
objektif dengan objek penelitian lainnya. Dalam hal ini, hasil penelitian dari 
suatu pengelolaan pndok pesantren kabupaten/kota yang satu akan 
dibandingkan dengan hasil dari pengelola pondok pesantren kabupaten/kota 
lainnya.
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BAB IV 
PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN ZAKAT DAN 
UPAYA YANG HARUS DILAKUKAN AGAR MASYARAKAT 
MEMBANGUN KESADARAN UNTUK  
MENGELUARKAN ZAKAT 
A. Gambaran Umum Kecamatan Maritengngae 
1. Letak  Geografis Wilayah Kecamatan Maritengngae  
Kecamatan Maritengngae dengan ibukota berada di Kelurahan Pangkajene 
yang sekaligus merupakan ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang, Mempunyai 
luas 6.590 Ha (3,5% dari luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang) dengan 
topografi datar 85% dan berbukit 15% dengan batas-batas wilayah : sebelah utara 
berbatasan dengan kecamatan Panca Rijang, sebelah timur perbatasan dengan 
Kecamatan Watang Sidenreng, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan 
tellu Limpoe, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wattang Pulu. 
Kecamatan ini terbentuk sejalan dengan berlakunya Undang-undang 
Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi 
yang disahkan pada tahun 1961 melalui SK Gubernur Sulawesi Selatan dan  
Tenggara No.1100 Tanggal 16 Agustus 1961. Nama Maritengngae dijadiakan 
nama Kecamatan oleh karena wilayahnya berada di tengah-tengah wilayah 
Kabupaten Sidenreng Rappang. Dimana dalam bahasa bugis Sidrap, kata 
Maritengngae berarti berada di tengah bagian. 
Kecamatan Marittengngae Kabupaten Sidrap merupakan suatu kecamatan 
dari sebelas kecamatan  yang ada di kabupaten sidrap  dengan luas wilayah 65,90 
km2, Kecamatan Marittengngae terdiri dari 5 Desa dan 7 Kelurahan yaitu: 
1.       Kelurahan Pangkajene 
2.       Kelurahan Wala 
39 
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3.       Kelurahan Lautang Benteng 
4.       Kelurahan Rijang Pittu 
5.       Kelurahan Lakessi 
6.       Kelurahan Majelling 
7.       Kelurahan Majelling Wattang 
8.       Desa Sereang  
9.       Desa Kanie  
10.   Desa Tanete  
11.   Desa Allakuang 
12.   Desa Takkalasi  
Kecamatan Marittengngae merupakan ibu kota Kabupaten Sidrap, berada 
didaerah Pangkajene. Sedangkan jarak dari ibukota provinsi adalah ±200 km. 
Kecamatan Maritengngae menjadi pusat pemerintahan dan pusat aktifitas 
ekonomi yang ditandai dengan keberadaan kompleks perkantoran SKPD, 
termasuk Kantor Bupati Sidrap dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) dan juga beberapa kaontor layanan publik lainnya seperti Perbankan baik 
yang termasuk BUMN maupun swasta
29
 
Kecamatan Maritengngae sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Sidrap 
yang memeiliki kondisi dan potensi sumber daya alam serta pola pengguaan lahan 
sebagai penghasil tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang tanah kacang hijau 
dan kacang kedelei, bahakan khusus tanaman padi kabupaten Sidrap dikenal 
sebagai salah satu lumbung padi di Provinsi Sulawesi Selatan, selain itu terdapat 
pula tanaman pertanian non pangan memiliki potensi sebagai daerah penghasil 
telur unggas seperti ayam ras dan ayam buras dan jenis peternakan sapi. Maka 
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 BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, Sidenreng Rappang dalam angka tahun 2016 ( 
Sidrap : BPS Sidrap, 2016), h.5. 
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tentu Kecamatan Maritengngae juga termasuk wilayah yang memiliki potensi 
tersebut. 
Dengan demikian Kecamatan Maritengngae berpotensi memberikan 
tingkat kesesahtraan kepada warga masyarakat yang bermukim di dalamnnya. Hal 
tersebut tentu akan berpengaruh langsung terhadap tingkat perekonomian 
masyarakat setempat yang selanjutnya akan berdamapak pada pembagunan sektor 
pendidikan, bahkan akan berdampak pula terhadap pemahaman ajaran agama dan 
keyakinan masyarakat terkait dengan kesadaran beribadah, bila pelaksanaan 
sumber daya alam tersebut dilakukan dengan baik,terencana sesuai dengan tata 
kelola yang telah digariskan Allah swt.  
2. Keadaan Demografis 
a.  Penduduk 
 Berdasarkan data kecamatan kondisi demografis Kecamatan 
Marittengngae Kabupaten Sidrap tediri dari ± 48.955 jiwa penduduk. Desa Kanie 
terdiri atas tiga dusun dengan jumlah penduduk sebanyak ± 2.129 jiwa, dan Desa 
Sereang terdiri atas tiga dusun dengan jumlah penduduk sebanyak ± 2.557 jiwa, 
Desa Tanete terdiri atas tiga dusun dengan jumlah penduduk sebanyak ± 2.928 
jiwa, Desa Allakuang terdiri atas lima dusun dengan jumlah penduduk sebanyak ± 
3624 jiwa,  Kelurahan Lautang Benteng dengan jumlah penduduk ± 1.273 jiwa. 
Desa Takkalasi terdiri atas tiga dusun dengan jumlah penduduk sebanyak ± 1.538 
jiwa, Kelurahan Rijang Pitue dengan jumlah penduduk sebanyak ± 2.185 jiwa, 
Kelurahan Lakessi dengan jumlah penduduk sebanyak ± 852 jiwa, Kelurahan 
Pangkajene dengan jumlah penduduk sebanyak ± 3.531 jiwa, Kelurahan Wala 
dengan jumlah penduduk sebanyak ± 879 jiwa, Kelurahan Majelling dengan 
jumlah penduduk sebanyak ± 1.802 jiwa, Kelurahan Majelling Wattang dengan 
jumlah penduduk sebanyak ± 1.391 jiwa, Penduduk desa mayoritas suku bugis 
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adapun bahasa yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari adalah bahasa Bugis 
dan bahasa Indonesia. 
b.  Pendidikan  
Dari tahun ke tahun partisipasi seluruh masyarakat dalam dunia 
pendidikan semakin meningkat, hal ini berkaitan dengan berbagai program 
pendidikan yang dicamkan pemerintah untuk lebih meningkatkan kesempatan 
masyarakat dalam mengenyam bangku pendidikan.  
Pendidikan di Kecamatan Marittengngae adalah bagian integral dari sistem 
pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk 
mempertinggi ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, 
keterampilan, budi pekerti, kepribadian dan semangat kebangsaan sehingga dapat 
menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang mampu membangun dirinya 
sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa. 
Dalam rangka mencerdaskan bangsa serta meningkatkan partisipasi 
sekolah pendudukan tentunnya harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan 
prasarana pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. 
Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Marittengngae sudah tergolong 
baik, terdapat banyak TK, SD, SMP, SMA, PONDOK PESANTREN dan SMK. 
c.  Agama 
 Ditinjau dari segi agama, mayoritas penduduk Kecamatan Marittengngae 
beragama Islam (90%), dan sebagiannya lagi beragama Hindu (10%). Sebagian 
besar  masyarakat di Kecamatan Marittengngae mendalami kegiatan keagamaan, 
contohnya mesjid selalu digunakan sholat lima waktu, dan sholat jumat. 
d. Sosial Budaya dan Adat istiadat 
Secara umum keadaan sosial budaya  Kecamatan Marittengngae sudah 
mengalami perkembangan, hal ini dapat dilihat dari adanya Sekolah Dasar Negeri, 
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Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah 
Kejuruan dan Pondok Pesantren yang berada di Kecamatan Marittengngae. Selain 
itu perhatian masyarakat tentang pendidikan juga sudah lebih baik dimana anak-
anak di Desa Wiring Tasi sebagian besar disekolahkan d SD, SMP, SMA, dan 
bahkan sudah terdapat beberapa beberapa generasi muda desa ini melanjutkan 
pendidikan pendidikannya di kota (Pare-Pare, Sidrap dan Makassar). 
Kecamatan Marittengngae merupakan ibu kota kabupaten sidrap. 
Meningkatnya sarana dan prasarana seperti listrik menjadikan sebagian besar 
masyarakat Kecamatan Marittengngae dapat menikmati sarana telekomunikasi 
seperti Televisi, radio dan bakhkan telah banyak Warkop yang memudahkan 
masyarakat untuk memperoleh informasi, dimana hal ini kemudian memperlancar 
transformasi budaya dan ilmu pengetahuan. 
Kegotong royongan masyarakat sangat jelas dijumpai. Hal ini dipengaruhi 
oleh adanya rasa kebersamaan diantara mereka. Namun demikian, adat istiadat 
yang turun temurun masih sangat erat dipegang oleh sebagian besar masyarakat 
Kecamatan Marittengngae, hal ini dapat dilihat dari acara-acara adat yang 
dilakukan masyarakat. 
e. Keadaan Sosial Ekonomi 
Keadaan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Marittengngae 
sebagiamana kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Sidrap adalah merupakan 
kota beras pekerjaan terbesar masyarakat yaitu bertani, dan yang lainya 
peternakan ayam, pegawai negeri sipil, dan pegawai swasta. Keadaan sosial 
ekonomi yang mapan dapat dilihat pada lancarnya transportasi darat menuju kota 
pare-pare maupun kota pinrang, toraja dan makassar untuk dapat menjual barang 
dan jasa.  
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f.  Kesehatan 
Ketersediaan sarana kesehatan berupa Rumah Sakit, Puskesmas, 
Puskesmas Pembantu (Pustu), rumah bersalin. 
g. Visi dan Misi Kecamatan 
Visi: “Terbaik dalam Pelayanan, Umggul dalam Pemberdayaan  Masyarakat 
dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dua Kali Lipat”. 
Misi: 1. Meningkatkan Prestasi dan Peran Aktif Masyarakat dalam Pembangunan. 
 2. Memberikan Kemudahan Pelayanan Masyarakat dan Pelaku Bisnis. 
3. Mengaktualisasikan Hubungan Kerja yang Dinamis dengan Pemerintah     
Desa dan Kelurahan. 
 4.  Meningkatkan Disiplin Kerja dan Sumber Daya Aparatur. 
 5.  Meningkatkan Sarana dan Pemerintah dan Publik. 
 6. Menciptakan Suasana Ketentraman dan Ketertiban yang Kondusif 
 7. Memfasilitasi dan Memberikan Kemudahan bagi Penanaman Modal
30
. 
3. Profil Kecamatan Maritengngae 
Dari sebelas Kecamatan yang ada di kabupaten Sidrap, kecamatan 
Maritengngae adalah daerah yang memiliki topografi tanah daratan, meskipun di 
sebagian yang lain ada yang terbukti dan rawah. Kecamatan Maritengngae adalah 
salah satu dri tiga kecamatan yang memiliki topografi tanah datar 100%  bahkan 
juga termasuk salah satu kecamatan yang memiliki luas wilayah cukup besar 
setelah kecamatan Duapitue. 
Kecamatan Maritengngae merupakan pusat kegiatan pemerintahan, 
Kecamatan Maritengngae yang terdiri atas 5 Desa dan 7 Kelurahan dengan jumlah 
penduduk sebanyak 46,643 jiwa atau 16,98% dari keseluruhan penduduk 
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 https://muhammadakbar2.blogspot.com 
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kabupaten Sidrap yang berjumlah 274.652 jiwa
31
, jumlah tersebut tergolong yang 
terbesar diantara sepuluh kecamatan lainnya di kabupaten sidrap.penduduk 
kecamatan Maritengngae terkondisikan dengan keadaan alam yang luas yang 
didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan, selebihnya bekerja pada sektor 
wirausaha, pegawai pemerintah dan sektor lainnya. dari jumlah penduduk 
Kecamatan Maritengngae sebanyak 46.643 jiwa terdapat 32,42% atau sama 
dengan 15.122 jiwa sebagai penduduk yang produktif bekerja pada berbagai 
sektor lapangan pekerjaan sebagaimana yang telah disebutkan.penduduk yang 
tergolong produktif bekerja adalah penduduk yang berusia antara 16 sampai 
dengan 64 tahun, sedangkan pendudu yang tergolong tidak produktif adalah 
penduduk yang berusia 0 sampai 15 tahun dan usia 65 tahunka atas.Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat konposisi orang bekerja menurut lapangan usaha yang ada 
di kecamatan Maritengngae pada tabel berikut : 
Tabel 1 
Jumlah Orang Yang Bekerja 
Menurut Lapangan Usaha di Kecamatan Maritengngae Tahun 2016 
No Lapangan usaha Jumlah Orang 
bekerja 
% 
1 Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan 7.772 51,39% 
2 Pertambanan dan Penggalian 65 0,43% 
3 Industri Pengolahan 889 5,88% 
4 Listrik, gas dan Air 210 1,39% 
5 Bangunan 290 1,92% 
6 Pedagang,Rumah makan dan Penginapan 2.433 16,09% 
7 Angkutan, Pergudangan dan Komunikas 497 3,29% 
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 Lihat, Katalog BPS 1102001.7314, Sidenreng Rappang Dalam Angka, (Sidrap: Katalog 
BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2016), h. 32 
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8 Perbankan dan Keuangan 416 2,75% 
9 Jasa Lainnya 2.551 16,87% 
 Jumlah 15.122 100% 
Sumber Data :Kantor BAPPEDA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 
 Berdasarkan data pada tabel memberikan gambaran bahwa besarnya 
potensi zakat jika dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab akan 
memberikan tingkat kesejahtraan kepada masyarakatnya. Dengan kondisi sumber 
daya alam yang demikian baik dan ketersediaan lapangan kerja dalam berbagai 
sektor. Tenyata di Kabupaten Sidrap khususnya di kecamatan Maritengngae 
masih terdapat penduduk yang masuk dalam kategori miskin. Secara umum 
penduduk miskin karena telah tidak memiliki aset untuk kegiatan produksi, tidak 
memiliki pekerjaan tetap dan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang di 
karenakan rendahnya tigkat pendidikan. 
B. Gambaran Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di 
Kecamatan Maritengngae. 
1. Zakat hanya sekedar mengetahui  
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan, 
Kewajiban zakat sama halnya dengan kewajiban salat. Di dalam Al-Qur‟an 
terdapat 32 ayat yang memerintahkan salat dan zakat secara beriringan. 
Menurut istilah, zakat adalah pemberian harta dengan kadar tertentu 
kepada yang berhak sebagai ibadah wajib kepada Allah swt. Kesadaran 
masyarakat dalam memahami hukum menunaikan zakat sangat penting. 
Pada realita yang ada di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat 
kecamatan Maritengngae tentang pemahaman zakat hanya sekedar mengetahui 
secara umum atau sudah familiar, artinya zakat itu tidak asin lagi di telinga warga 
akan tetapi pada hakikatnya masyarakat belum paham apa fungsi tujuan dan 
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manfaat orang yang mengeluarkan zakat, hal tersebut dapat dibuktikan melalui 
jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, diantaranya 
mempertanyakan sebagai berikut: 
Tabel 2 
 “apakah saudara paham arti pengertian zakat tersebut selama ini ? 
Pilihan jawaban Pemilih 
a) Sekedar mengetahui saja 50 
b) Paham dan tau tujuan dan fungsinya 22 
c) Kurang paham 13 
d) Tidak tau 15 
Jumlah 100 
  Dari data yang ditampilkan tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat 
pemahaman masyarakat tentang zakat masih tergolong lemah hal ini menunjukkan 
pada responden yang memilih jawaban a) sekedar mengatahui saja sebanyak 50 
responden yang memilih. Tentu hal ini menjadi masalah besar bagi mereka karna 
kurangnya pengetahuan agama dalam aspek pengetahuan zakat. 
2. Hitungan zakat mereka hanya menduga-duga 
“Bagaimana menghitung kadar harta yang wajib di keluarkan sebagai 
zakat”  dari pertanyaan tersebut diperoleh pilihan jawaban dari responden seperti 
yang tertera pada tabel berikut: 
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Tabel 3 
Cara menghitung kadar harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat 
 
Pilihan jawaban  Pemilih 
a) Meminta jasa BAZ untuk menghitungkan besaran zakat 
yang wajib dikeluarkan 
12 
b) Meminta jasa ulama untuk menghitungkan besaran zakat 
yang wajib dikeluarkan 
10 
c) Menduga-duga saja besaran nilai yang akan di keluarkan 
sebagai zakat. 
68 
d) Menghitung sendiri secara benar sesuai dengan ketentuan 
ajaran Islam  
10 
Jumlah  100 
Berdasarkan variasi jawaban yang diberikan responden pada tabel 5 
manjadi indikator bahwa pemahaman masyarakat terhadap seluk-beluk zakat 
belum memadai dan sekaligus dinyatakan masih rendahnya sosialisasi keberadaan 
BAZ kecamatan Maritengngae kapada masyarakat, sebab masih terdapat sekitar 
44% dari  jumlah responden yang memberi jawaban bahwa penetapan hitungan 
kadar harta sebagai zakat hanya di duga-duga atau ditaksir dan dikira-kira. 
3. Penyaluran zakat harta hanya di salurkan kepada Madrasah atau 
pembangunan Mesjid 
Pada realita masyarakat kecamatan Maritengngae penyaluran zakat mereka 
hanya di salurkan kepada pengurus panitia pembangunan madrasah atau kepada 
panitia mesjid setempat, sebagaimana hasil petikan wawancara dengan warga 
yang berprofesi sebagai pengusaha sarang burung walet di desa sereang atas nama 
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bapak Agus hermawan memberikan pertanyaan sebagai berikut: “selama ini 
dimana bapak salurkan zakat perniagaan tersebut”. Dengan jawaban yang 
dilontarkan oleh bapak Agus Hermawan sebagai berikut:  
Selama saya menjalankan bisnis usaha ini saya salurkan di madrasah karna 
pembagunan renovasi belum rampung apalagi keluarga saya yang kelola 
madrasah tersebut
32
 
Dilanjut dengan hasil petikan panitia pengurus Mesjid yang ada di salah 
satu mesjid di desa kadidi dengan pertanyaan sebagai berikut: setelah ada dana 
zakat yang terkumpul dari masyarakat  di kemanakan zakat di salurkan? 
“Dengan jawaban memberikan bahwah” setelah dana terkumpul sebagian 
kami salurkan kepada warga yang kurang mampu dan sebagian lagi kami simpan 
untuk pembangunan mesjid ini” 
Dari hasil petikan dengan warga menunjukkan bahwa cara penyaluran 
zakat kepada yang berhak menerima belum tepat dikarenakan dana zakat tidak di 
perbolehkan untuk pembagunan madrasah ataupun pembagunan mesjid karna 
sudah ada ketentuan yang berhak menerima zakat. 
4. Penyaluran zakat harta  berupa makanan pokok dan kebutuhan sehari-
hari. 
Setelah wawancara dengan warga masih ada sebahagian warga yang 
menyalurkan zakat mereka berupa makanan pokok seperti beras, gula pasir, sirup, 
terigu dan susu bahkan ada yang juga penyaluran zakat mereka berupa sarung dan 
peci beserta baju kokoh, sebagaimana petikan wawancara dengan warga yang 
berprofesi sebagai PNS ibu Hj. Rosmini dengan tanggapan sebagai  berikut: 
Setelah saya mendapat gaji 13 dari kantor saya membeli bahan pokok 
berupa beras, gula pasir, sirup dan susu, untuk saya salurkan di keluaraga 
mauapun kerabat yang sangat membutuhkan apalagi menjelang lebaran
33
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 Agus Hermawan, seorang Pengusaha sarang burung Walet, Wawancara, 23 juni 2017 
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 Hj.Rosmini, berprofesi sebagai PNS di Kantor Daerah Kab.Sidrap, Wawancara, 23 juni 
2017 
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Dilanjut lagi dengan warga kelurahan Majjelling yang mendapat jatah 
pembagian uang zakat beserta sarung,peci dan baju kokoh atas nama rahmat al 
alamin dengan komentar: 
Tahun ini saya dapat jatah dari seorang dermawan yang memberikan 
sedikit rezeki serta baju lebaran buat kami, tentunya kami sangat senang sudah 
ada yang masih memperhatikan kami
34
 
5. Pengurus UPZ yang ada di setiap desa dan kelurahan rata-rata di bagi 
zakat harta setiap orang 
Berdasarkan hasil wawancara dengan UPZ di desa dan Kelurahan seperti 
Imam mesjid atau pengurus mesjid hampir semua membagikan zakat rersebut 
dengan dana yang tertentu sebagimana data tabel responden menunjukkan yang 
mempertanyakan tentang bagaimana membagikan zakat tersebut...? 
Tabel 4 
Tingkat pemahaman masyarakat terhadap zakat 
Pilihan Jawaban Pemilih 
a) Membagikan dana dengan jumlah tertentu 
60 
b) Membagikan dana kepada fakir dengan Cuma-Cuma 
21 
c) Memberikan dana kepada fakir yang igin mengembangkan 
usahanya 13 
d) Dana zakat di simpan sebagai donatur mesjid 
6 
Jumlah 
100 
 
 
                                                          
34
 Rahmat Alamin warga fakir miskin,Wawancara,24 juni 2017 
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6.  Kurangnya kepercayaan kepada pengelola zakat 
Hambatan lain yang tidak boleh luput dari perhatian adalah terkait dengan 
instrumen pengelolaan, untuk itu diajukan pertanyaan melalui angket yakni: 
kasus-kasus apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan zakat harta di 
kecamatan Maritengngae?” Apakah terkait dengan a. Organisasi b. Manajemen c. 
Profesionalisme pengelola d. Kepercayaan kepada pengelola e. Transparansi dan 
akuntabilitas pengurus amail zakat, dari pertanyaan tersebut diperoleh jawaban 
sebagaimana pada tabel berikut: 
Tabel 5 
Jenis kasus yang menjadi kendala pada pelaksanaan zakat 
Pilihan Jawaban  Pemilih 
a) Organisasi  9 
b) Manajemen 17 
c) Profesionalisme pengelola 20 
d) Kepercayaan kepada pengelola 34 
e) Transparasi dan akuntabilitas pengurus amil zakat 20 
Jumlah 100 
Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 8 memberi informasi bahwa 
kasus yang terbesar sebagai hambatan pelaksanaan zakat adalah sarana 
silaturahmi antara orang kaya dengan fakir miskin, meyusul masalah transparansi 
dan akuntabilitas pengurus amil zakat dan profesionalisme pengelola. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen organisasilah yang harus menjadi 
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sorotan perhatian pembinaan untuk menciptakan iklim pelaksanaan zakat yang 
baik dan bertanggung jawab. 
 
 
C. Upaya-upaya apa yang Harus dilakukan Agar Pemahaman Masyarakat 
Maritengngae Meningkat 
Zakat merupakan salah satu unsur dari sifat kedermawaan dalam konteks 
masyarakat muslim, sebagai salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. 
Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah terpenuhi 
syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam dalam kategori ibadah (seperti 
shalat,haji, dan Puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-
Qur‟an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan 
Kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat 
manusia. 
Namun sebagai ibadah yang wajib ditunaikan, masih terdapat banyak dari 
kalangan umat Islam yang tidak memahami subtansi dan esensi zakat tersebut 
sehingga tidak menyikapinya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Hal ini 
terbukti di kecamatan Maritengngae yang berpenduduk sebanyak 46.643 jiwa dan 
yang beragama islam berjumlah 43.635 jiwa dari jumlah tersebut terdapat 
sebanyak 15.122 jiwa atau sama dengan 32,42% sebagai penduduk produktif yang 
bekerja pada berbagai sektor lapangan kerja. Akan tetapi dari kantor Kementrian 
Agama Kabupaten Sidenreng Rappang di peroleh data khususnya untuk wilayah  
kecamatan Maritengngae yang menunjukkan bahwa jumlah muzakkih yang 
tercatat hanya sebanyak 1.128 wajib zakat yang terdiri dari atas 641 orang yang 
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berprofesi sebagai pegawai negri sipil dan 487 sebagai warga masyarakat umum, 
sementara jumlah mustahiq ada sebanyak 2.405 orang
35
. 
Dari data tersebut merupakan indikator bahwah masih rendahnya 
pemberdayaan potensi zakat, diduga kuat kondisi tersebut diakibatkan rendahnya 
pemahaman masyarakat muslim khususnya yang ada di kecamatan Maritengngae 
terhadap fungsi zakat sebagai suatu ibadah yang wajib  ditunaikan. Sehingga 
dengan kondisi seperti ini masih sangat diperlukan adanya suatu strategi yang 
tepat untuk memberikan pemahaman dan pembinaan akan pentingnya memahami 
subtansi zakat yang dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan. 
Menurut catatan sejarah bahwa sumber penerimaan utama Negara di awal 
perkembangan Islam adalah zakat, meskipun pembayarannya hanya dalam bentuk 
imbauan. Dan menurut salah satu riwayat bahwa zakat harta mulai diwajibkan 
pada tahun kesembilan hijriah, meskipun adapula yang berpendapat bahwa 
kewajiban zakat harta mulai pada tahun kelima hijriah, bahkan ada yang 
berpendapat bahwa zakat diwajibkan pada periode Makkah
36
. 
Peraturan mengenai pengeluaran zakat yang muncul pada tahun 
kesembilan hijriah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah Negara telah 
berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Peraturan 
disusun meliputi sistem pengumpula zakat, barang-barang di kenai zakat, batas 
bebas zakat dan tingkat presentase zakat untuk barang yang berbeda-beda. Para 
pengumpul zakat dikirim ke berbagai daerah dengan uraian tugas yang jelas
37
. 
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Umar Yahya, Dokumen Laporan Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kementrian Agama 
Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2016 
36
Adiwarman, A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam,(Jakarta: IIIT Indonesia, 
2001), h. 30. 
37
 Nurdin Mhd. Ali, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fisikal,(Jakarta: PT. Raja 
Grafiindo Persada, 2006), h.  135. 
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Keterangan tersebut menunjukkan bahwa zakat bukanlah sekedar ibadah 
yang wajib digugurkan dari tanggungjawab seorang muslim dengan 
membayarkannya, akan tetapi sudah mrnjadi kebijakan negara yang diterapkan 
Dengan sebuah startegi agar mampu menjadi sumber pendapatan negara untuk 
memberikan kesejahteraan kepada rakyat masyarakat. Hal tersebut menjadi 
penjelasan akan arti subtansi pokok pelaksanaan kewajiban zakat tersebut adalah 
untuk menjadi solusi terwujud kesejahtaraan ekonomi bagi kehidupan umat 
muslimin. 
 Bertolak dari pandangan tersebut, maka pada persolan zakat di kecamatan 
Maritengngae dapat dinyatakan bahwa sangat perlu dirumuskannya suatu startegi 
yang tepat terhadap pelaksanaan zakat agar lebih terberdayakan,baik pada sisi 
pengumpulan maupun pada sisi pembagian dan penyalurannya agar benar-benar 
dapat menjadi solusi untuk mengatasikan kemiskinan yang dirasakan masih 
sangat tinggi prosentasenya di kecamatan Maritengngae pada khususnya dan di 
kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya. 
 Diantara faktor yang menjadi penghalang terhadap upaya pelaksanaan 
zakat untuk bisa memberikan nilai pemberdayaan ekonomi pada warga 
masyarakat miskin di kecematan Maritengngae antara lain; (1) mereka yang 
berkewajiban mengeluarkan zakat masih mehamami bahwa untuk memnyalurkan 
zakat langsung pada mustahik lebih afdhol (mulia) dibanding menyalurkan 
melalui badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat,dengan alasan bahwa jika 
melalui institusi amil tidak dijamin tepat sesaran dan sangat rentang dengan 
kecurangan. Sementara regulasi tentang pelaksanaa zakat telah diatur dengan 
diundangkannya undang- undang ri nomor 23 tahun 2011 sebagai penyempurnaan 
undang-undang nomor 38 tahun 1999,salah satu ini penekanan undang-undang 
tentang zakat yang baru tersebut adalah pelaksanaa zakat harus secara terpusat 
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pada institusi amil zakat dan terprogram dengan berbagai ketentuan larangan dan 
sanksi terkait dengan ppelakasanaan zakat.
38
 (3) Adanya pemahanam bahwa 
membagi langsung kepada mustahik lebih tepat sasaran sebagai tujuan zakat 
tersebut, (4) menyalurkan zakat dengan orientasi komsumtif bukan akomodatif 
solusi, artinya pembagian zakat dimaknai untuk memberikan kebahagiaan sesaat 
bukan kebahagiaan yang berkesinambungan. Hal tersebut dapat dilihat dengan 
hasil wawancara terhadap beberapa warga masyarakat yang memiliki kemampuan 
membagikan zakat diantaranya: wawancara dengan ibu Mustika, seorang 
pedangan telur yang beralamat di kelurahan rijang pittu Kecamatan Maritengngae 
menyatakan bahwa:  
 
Kalau kebiasaan saya itu kasi keluar zakat biasanya di bulan ramadhanpi 
terkadang satu juta sampai satu juta stengah dan saya kasi langsung 
pengurus mesjid di dekat rumah
39
 
Dari petikan wawancara tersebut menunjukkan bahwa zakat mereka 
salurkan di pengurus mesjid di dekat rumahnya sebanyak  Rp.1.000.000, bila di 
pandang bagi muzakki bahwa jumlah zakat yang mereka keluarkan tidak sesuai 
dengan hasil usaha tersebut belum tepat maka jauh lebih bijaksana apabila para 
muzakki tersebut mempercayakan kepada institusi Amil zakat seperti badan Amil 
Zakat bentukan pemerintah berdasarkan UU No. 38 tahun 1999, sebagai tempat 
penyaluran zakat, karena penyaluran zakat yang demikian dapat lebih terprogram 
kepada mereka yang tergolong keluarga miskin yang membutuhkan bantuan dan 
                                                          
38
Contoh ketentuan yang ada pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2010  tentang 
pengelolaan zakat  antara lain; pasal 6 menyatakan bahwa “BAZNAS merupakan lembaga yang 
berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”   Pasal 38 menyatakan tentang 
larangan “setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan 
pengumpulan  pendistribusian  atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang”  
pasal 40 menetapakan sanksi bahwa: “setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum 
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dipidana dengan p;idana penjarac 
paling lama 5 (Lima) tahun  dan atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00,- (lima ratus 
juta rupiah  ”.  
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pembinaan modal usaha. Instusi Amil zakat tersebut dapat memberikan zakat 
sekaligus memantau dan mimbina perkembangan usaha yang ditekuninya.  
Starategi penyaluran zakat seperti yang telah dikemukakan tersebut akan 
lebih mengedukasi warga masyarakat kearah kehidupan yanhg lebih bermakna 
dan bermartabat, karena dengan zakat sangat berpeluang mengangkat hartkat dan 
martabat manusia dari yang tadinya miskin akan berubah menjadi pengusaha yang 
sukses. 
Wawancara dengan salah seorang warga Empagae yang bernama 
baharuddin dengan mengajukan pertanyaan “ kepada siapa zakat hartanya 
disalurakan pada tahun ini ?” Baharuddin memberikan jawaban sebagaimana 
petikan wawancara sebagai berikut : 
 
Saya menyalurkan zakat harta  tahun ini dikalangan kelurga dan kerabat 
sendiri, para fakir miskin, anak yatim piatu, dengan harapan bahwa doa-
doa mereka akan menjadi jalan, Allah Swt memurahkan rezki saya 
sehingga usaha saya lebih berkembang lagi tahun depan dapat berzakat 
lagi kepada mereka
40
 
Dari petiakan wawancara tersebut memberi kesan bahwa dengan tidak 
menyadari telah melakukan upaya membudayakan kemiskinan secara sistematis 
sebab dengan dengan menyalurkan zakat yang berorientasi komsumtif untuk 
kesenangan sesaat pada tahun tersebut menjadi harapan tahuhn berikutnya akan 
kembali memberikan zakat kepada orang yang sama, tanpa pernah berpikir 
bagaimana memberi jalan kepada orang yang diberikan zakat tahun tersebut dapat 
menjadi penusaha sukses di tahun-tahun  berikutnya 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka ada beberapa hal yang 
mendasar yang seharusnya dilakukan terkait dengan pelaksanaan zakat sebagai 
suatu upaya agar dapat melakukan perubahan persepsi yang kurang tepat terhadap 
essensi pelaksanaan zakat, dari pelaksaaan yang hanya  berorientasi komsumtif 
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 Baharuddin,seorang pengusaha, Wawancara,di Empagae , 5 April 2017 
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semata menjadi sebuah upaya pemberdayaaan zakat menjadi basis kegiatan 
produktif, yang diharapkan menjadi jalan terciptanya kesejahtraan hidup bagi 
masyarakat khususnya di kecamatan Maritengngae.  
Beberapa kegiatan pembinaan yang dapat dilakukan melalui instrumen –
instrumen yang ada di masyarakat sebagai langkah upaya pemberdayaan zakat 
tersebut antara lain adalah : 
1. Pembinaan melalui instrumen kelembagaan da’wah 
a. Pembinaan melalui kelembagaan Majelis Ta‟lim 
Dalam rangka membagun pemahaman yang komfrensif terhadap ibadah 
zakat salah satu kelembagaan keagamaan yang dapat menjadi sarana pembinaan 
adalah Majelis Ta‟lim  melalui wadah ini untuk memberikan pemahaman kepada 
masyarakat yang dapat mewujudkan kesadaran berzakat bagi mereka yang 
memiliki kemampuan harta. 
Dalam konteks ini pula sosialisasi tentang Undang-Undang yang mengatur 
tentang pelaksanaan zakat perlu dilakukan, sebagai konsekuensi logis degan 
lahirnya Undang-Undang yang menagtur tentang pelaksanaan zakat dengan 
muatan instrumen, tujuan, fungsi, dan harapan dari zakat itu sendiri, menjadi 
wajib dipahami oleh semua pihak termasuk warga masyarakat di kecamatan 
Maritengngae yang di dominasi oleh warga muslim. Sosialisasi pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan 
diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pelaksanaan 
zakat menjadi penting sebagai salah satu strategi awal dan mendasar agar 
pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang itu sendiri, serta tujuan dan 
fungsi zakat berdasarkan kajian dan pemahaman agama mampu terwujud. 
Harapan tersebut tentu tidak mudah, pasti membutuhkan kerja keras oleh 
semua pijhak terakit, khususnya Badan Amil Zakat  sebagai lembaga resmi yang 
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terbentuk berdasarkan Undang-undang tesebut, berkewajiban 
mensosialisasikannya dengan memanfaatkan berbagai momentum kegiatan, salah 
satunya adalah  melalui madah majelis ta‟klim. 
Hasil sosialisasi tersebut diharapkan mampu membangun motifasi 
terhadap pelaksaan zakat yang dapat menciptakan terlaksananya program-program 
terkait masalah kemiskinan,dari angket yang diberikan kepada responden sampel 
penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi tersebut memberi dampak positif, hal 
ini dapat dilihat dari jawaban responden ketika diajukan pertanyaan:  
“Membayar zakat harta adalah kewajiban tertentu bagi seorang muslim, di 
kecamatan Maritengngae dalam rangka meningkatkan ketaatan berzakat bagi 
seorang muslim telah dilakukan sosialisasi tentang keberadaan BAZ sebagai 
tuntutan UU. No. 39 tahun 1999, sejauhmana pengaruhnya terhadap ketaatan 
berzakat? 
Dari Pertanyaan angket tersebut di peroleh jawaban sebagaimana tabel 
berikut: 
Tabel 6 
Pengaruh sosialisai UU No 38 Tahun 1999 dan UU No 23 Tahun 2011 
Mampu membangun ketaatan berzakat 
Pilihan Jawaban Pemilih 
a) Memotivasi ketaatan berzakat 
40 
b) Termotivasi menggunakan jasa BAZ dalam rangka 
menyalurkan zakat 
15 
c) Ikut berpartisipasi menyampaikan informasi 10 
d) Biasa-biasa saja 23 
e) Sekedar mengetahui 12 
Jumlah 100 
59 
 
 
 
Berdasarkan data yang ditampilkan tabel 9 menunjukkan bahwa sosialisai 
yang telah dilakukan cukup efektif untuk menciptakan pengaruh dan mengedukasi 
masyarakat terkait dengan pelaksanaan zakat. Dari 100 responden yang 
memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut, terdapat 40 responden yang 
menyatakan termotivasi ketaatannya untuk berzakat dengan adanya sosialisasi 
keberadaan BAZ kecamatan Maritengngae. 
Unsur yang patut di pertimbangkan dalam kegiatan sosialisasi perundang-
undangan tentang zakat adalah tenaga fungsional yang ada dalam stuktur 
Kementrian Agama RI yakni tenaga penyuluh agama Islam. Sebagai tenaga 
penyuluh agama mempunyai tugas pokok memberi pencerahan agama kepada 
warga masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, oleh karena itu topik tentang 
zakat dan Undang-undang yang mengatur pelaksanaanya adalah bagian yang tak 
terpisahkan dari proses pembinaan agama yang harus dilakukan bahkan harus 
menjadi poin utama yang diprogramkan agar benar-benar mampu tersosialisasikan 
dengan baik subtansi tujuan dan fungsi zakat sehingga menjadi jalan terwujudnya 
masyarakat yang sejahtera dibawah lindungan Ridha Allah swt. 
Mempotensialkan fungsi Majelis Ta‟lim dengan mengkolaborasikan 
tenaga penyuluh agama Islam yang ada dilingkungan Kementrian Agama RI 
kebupaten Sidrap  peran ulama  muballig  dan juru da‟wah dapat menjadi media 
yang menyampaikan informasi kepada warga masyarakat tentang zakat, terkait hal 
tersebut dalam penelitian ini melalui angket diajukan pertanyaaan: “ sejauhmana 
peran ulama, tokoh agama dan muballig dalam memberikan pemahaman kepada 
masyarakat akan pentingnya pelaksanaan zakat dengan mengembangkan program-
program yang dapat meningkatkan tarap kehidupan masyarakat yang tergolong 
miskin ? “. Dari pertanyaan tersebut lahir jawaban responden sebagaimana yang 
tertera pada tabel 10 berikut ini: 
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Tabel 7 
Peran Ulama, tokoh agama, dan muballiq dalam memberi pemahaman kepada 
masyarakat tentang pelaksanaan zakat 
Pilihan Jawaban  Pemilih  
a) Menerapkan dalam tema-tema khutbah  6 
b) b) Melalui pengajian rutin majelis taklim  67 
c) Melalui ceramah ramadhan 20 
d) Melalui safari di setiap mesjid 7 
e) Melalui kegiatan dor to dor 0 
Jumlah  100 
Berdasarkan data pada tabel tersebut  menunjukkan bahwa media 
penyampaian terkait dengan pelaksanaan zakat, pemilih yang terbesar adalah 
melalui pengajian rutin di Majelis Ta‟lim 67 pemilih  hal ini menunjukkan bahwa 
peran ulama  para muballiq dan juru da‟wah ikut ambil bagian dalam rangka 
suksesnya penyampaian informasi pemahaman yang benar akan pelaksanaan  
zakat. 
 
b. Pembinaan Melalui Tema-tema Khutbah Jum‟at dan Ceramah Amalia 
Ramadhan 
Salah satu instrumen yang juga memilki peran yang sangat strategis dalam 
memberikan pembinaan terhadap pemahaman tata pelaksanaan zakat dengan 
mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan subtansi zakat baik pada kegiatan 
khutbah jum‟at maupun pada ceramah-ceramah dalam amalia ramadhan. Hal ini 
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penting karena bulan Ramadhan dimaknai oleh masyarakat sebagai masa yang 
memiliki momentum yang tepat untuk menyalurkan zakat dengan pertimbangan 
besarnya pahala bagi mereka yang memanfaatkan bulan Ramadhan sebagai 
momentum ibadah. 
Berdasarkan beberapa hasil wawancara dengan warga masyarakat yang 
tergolong tingkat ekonomi menengah keatas, menunjukkan bahwa tumbuh 
kesadaran dan motivasi untuk melaksanakan zakat dengan penuh tanggung jawab  
setelah mendengarkan tema-tema ceramah agama maupun khutbah jum‟at yang 
merasionalkan manfaat pelaksanaan zakat, dengan contoh-contoh konkrit dalam 
kehidupan sehari-hari diantaranya sebagai berikut: 
  Wawancara dengan H. Mansyur warga kelurahan Pangkajene: 
 
Ada seorang ustaz yang ceramah di mesjid raya pangkajene pada bulan 
ramadhan yang lalu yang menjelaskan dengan himbauan bahwa kepada 
mereka yang memiliki harta kekayaan, hitunglah zakatmu dengan benar 
karena itu tanggung jawabmu kepada Allah sebagai orang yang jujur setelah 
itu investasilah waraga miskin disekitar tetanggamu, lalu seleksi atau pilih 
antara mereka yang membutuhkan bantuan lalu bersilaturahmi kepada 
mereka, lalu bimbing agar mereka mampu menekuni usaha produktif dari 
modal pemberian zakat anda dengan jumlah yang memadai. Selanjutnya 
beri motivasi dengan mengatakan tahun ini anda yang menerima zakat untuk 
membagun usaha produktif berjanjilah agar usaha ini sukses tahun depan 
anda juga termasuk yang memberi zakat bukan lagi penerima zakat
41
  
Berdasarkan petikan wawancara yang telah dikemukakan, memberi 
pengutan bahwa tema-tema zakat yang disampaikan melalui mimbar jum‟at dan 
mimbar amaliah Ramadhan sangat efektif mengedukasi dan memotifasi 
masyarakat apalagi jika penyampaiannya yang sangat rasional dengan 
pemahaman yang dimiliki. 
2. Manajemen pemberdayaan zakat  
Sebagai langkah tindak lanjut dalam uapaya mewujudkan masyarakat yang 
sejahtera di kecamatan Maritengngae adalah memberdayakan zakat pada sisi 
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 H.Mansyur, seorang pengusaha, Wawancara, di Pangkajene pada tanggal 6 April 2017 
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pelaksanaannya, sebagai tuntutan aturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang tata cara pelaksanaan zakat pembentukan Unit pengumpul Zakat (UPZ) 
yang ada di masing-masing desa dan kelurahan menjadi salah satu perhatian 
khusus dari sisi peningkatan manajemen pelayanan, karena institusi ini yang 
menjadi ujung tombak pelaksanaan zakat, maka dapat menjadi jalan untuk 
menjadikan pelaksanaan zakat tersebut sebagai solusi keekonomian dalam 
kehidupan masyarakat. 
Pada sisi peningkatan manajemen pelayanan program pemberdayaan zakat 
tentu tidak akan lepas dari peran lider selaku motor penggerak utama, dalam hal 
pelaksanaan zakat di Kecamatan Maritengngae kepala kantor Urusan Agamalah 
yang menjadi lider dalam mengelolah dan mengembangkan ide-ide cemerlang 
terkait pemberdayaan potensi zakat yang dinilai dari kajian terdahulu bahwa 
cukup besar peluang potensi yang dapat diperoleh dari pengelolaan dan 
pemberdayaan tersebut. Untuk itu melalui angket dipertanyakan pula tentang pera 
ng aktif kepala KUA Kecamatan Maritengngae yakni; “sejauhmana tingkat peran 
kepala KUA Kecamatan dalam proses pelaksanaan zakat harta untuk menigkatkan 
nilai-nilai edukasi di Kecamatan Maritengngae ?” 
Dari pertayaan tersebut diperoleh data jawaban sebagaimana pada tabel 
berikut:  
Tabel 8 
Peran kepala KUA Kecamatan dalam proses pelaksanaan zakat 
Pilihan Jawaban Pemilih 
a) Sangat baik  47 
b) Baik  21 
c) Cukup baik 4 
d) Kurang berperan 28 
Jumlah  100 
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Dari tanggapan responden melalui data yang ditampilkan tabel diatas 
menunjukkan bahwa peran aktif kepala KUA cukup baik yang dinilai mampu 
memberi motivasi kerja yang sangat kondusip. Dari kondisi tersebut yang sangat 
diharapkan adalah ide-ide cemerlang yang dapat mewujudkan harapan 
menjadikan instrumen zakat sebagai solusi keekonomian dalam kehidupan 
masyarakat. 
3. Pembinaan Muzakki dan Mustahik 
Pembinaan kepada muzakkih untuk menjelaskan fungsi dan tujuan zakat, 
salah satunya adalah untuk membantu ketahanan ekonomi bagi keluarga miskin, 
untuk itu informasi pencerahan diberikan bahwa muzakkih dapat melaksanakan 
penyaluran zakat secara mandiri dengan satu syarat bahwa pemberian zakat 
kepada mustahik harus dengan perinsif skala proritas, memiliki azas maanfaat 
sebagai usaha produktif tentu dengan jumlah yang memadai dan tidsk diekploitasi 
melalui media demi untuk menjaga perasaan para mustahik. 
Inventarisasi peta potensi dan besaran jumlah zakat yang dimiliki muzakki, 
demikian juga besaran masyarakat miskin yang perlu mendapat bantuan dan 
pembinaan ekonomi menjadi sangat penting untuk memudahkan menyusun 
pemetaan sasaran yang harus ditindak lanjuti sebagai penyaluran zakat yang 
efektif. 
Disinilah letak pentingnya inventarisasi potensi muzakki dan inventarisasi 
harapan mustahik. Hal ini dapat terlaksana apabila terbagun kerja sama yang baik 
antara semua pihak yang terkait, antara lain masyarakat itu sendiri, Badan Amil 
Zakat yang diwakili oleh UPZ-UPZ di setiap desa dan kelurahan, aparat desa dan 
kelurahan, tokoh masyarakat (seperti ketua RW dan ketua RT, maupun kepala 
dusun), para alim ulama, dan tidak terkecuali adalah para penyuluh agama Islam, 
muballig dan juru Da‟wah yang ada di masyarakat. 
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Bahkan disinyalir bila penyuluh agama Islam sebagai petugas fungsional 
yang diangkat oleh pemerintah sukses pengembang tugasnya sebagai penyuluh di 
masyarakat yang bekerja sama dengan semua pihak terkait dengan UPZ-UPZ 
yang ada di desa dan kelurahan, maka dapat dipastikan akan menjadi mudah 
menginventarisir potensi zakat secara maksimal yang ada di kecamatan 
Maritengngae. Dalam waktu yang bersamaan dapat pula menginventarisir harapan 
dan keinginan warga masyarakat yang tergolong sebagai mustahik. Maka program 
pengentasan kemiskinan melalui zakat dapat dilaksanakan secara 
berkesinambungan, terprogram, berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang ada di 
masyarakat. Akan dapat dipastikan dalam waktu yang tidak begitu lama upaya 
penigkatan tarap hidup keluarga meskin dapat tercapai. 
Data dari hasil inventarisasi wajib zakat dan data warga masyarakat yang 
berhak menerima zakat berdasarkan skala prioritas di kantor Urusan Agama 
Kecamatan Maritengngae, hal tersebut tentu akan menjadi salah satu masalah 
dalam sisi pelaksanaan pelayanan zakat khususnya di kecamatan Maritengngae. 
D. Pelaksanaan Zakat di Kecamatan Maritengngae. 
Suatu upaya yang baik tidak selamanya dapat dilakukan  dengan mudah, 
akan tetapi bukan berarti tidak dapat dilakukan, artinya faktor penghambat dapat 
diyakini pasti ada tetapi potensi dukungan sebagai peluang yang dapat 
memudahan pelaksanaan program yang baik tersebut pasti juga dapat diupayakan. 
Oleh karena itu kajuian berikut ini adalah akan menganalisis berbagai faktor yang 
akan menjadi hambatan terlaksananya penertapan manajemen pelaksanaan zakat 
yang baik.  
1.  Faktor Pendukung 
Faktor pendukung terhadap pelaksanaan zakat terorganisir adalah: 
diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 sebagai Undang-
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undang zakat yang baru menjadi instrumen dasar yang memberi peluang 
keterlibatan Negara terhadap pelaksanaan zakat. Fakor tersebut merupakan faktor 
pendukung utama yang memberi peluang agar pelaksanaan zakat secara 
trorganisir dengan manajemen modern dapat terlaksana sehigga benar-benar dapat 
menjadi salah satu upaya yang harus disikapi oleh pemerintah sebagai sebuah 
potensi dalam rangka memberikan kesejahtraan kepada warga masyarakatnya. 
Faktor pendukung selanjutnya adalah sebagaimana data yang telah 
dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa penduduk muslim yang ada di 
kecamatan Maritengngae berjumlah 43.635 jiwa, 15.122 jiwa diantaranya atau 
32,42% adalah penduduk produktif yang bekerja diberbagai lapangan profesi. 
Meskipun data yang terinvertaris di kantor kementrian Agama RI kabupaten 
Sidrap hanya 1.128 orang sebagai muzakki yang terdiri atas 641 orang yang 
berprofesi sebagai PNS dan 487 orang sebagai masyarakat non PNS, akan tetapi 
ini merupakan suatu potensi yang dapat digali dan diklelola dengan baik, sehingga 
hal ini merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan pelaksanaan 
zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang ada di kecamatan 
Maritengngae. 
Faktor pendukung lainnya adalah tersediannya media informasi yang 
mudah diaskes anatara lain jaringan televisi, baik lokal maupun nasional, bahkan 
siaran internasional, jaringan telepon baik lokal maupun seluler, jaringan internet 
yang telah diaskes di kecamatan Maritengngae, merupakan sarana pendukung 
yang memudahkan terjalinnya komunikasi dalam menyampaikan pesan kepada 
masarakat untuk mensosialisasikan keberadaan, fungsi dan tujuan dibentuknya 
BAZ maupun LAZ sebagai institusi pelaksanaan zakat di indonesia. 
Dalam struktur ketanagakerjaan dalam lingkungan Kementrian Agama RI 
terdapatb tenaga penyuluh agama Islam, baik yang berstatus sebagai tenaga 
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penyluluh profesional  karena terangkat sebagai PNS, maupum tenaga penyuluh 
yang berstatus honorer dalam lingkungnan Kementrian Agama RI merupakan 
salah satu faktor pendukung agar zakat yangb berasal dari masyarakat muslim di 
kecamatan Maritengngae dapat terkelola dengan manajemen yang baik. Karena 
penyuluh agama Islam tersebut menjadi pioner dalam menyampaikan informasi, 
bimbingan, dan penyuluhan akan fungsi dan tujuan dikelolanya zakat melalui 
institusi BAZ sehingga dengan potensi zakat tersebut dilaksanakanlah program 
pengentasan kemiskinan khusnya di kecamatan Maritengngae. 
Sarana dan prasarana berupa ruang dengan segala prabot didalamnya pada 
kantor Urusan Agama kecamatan Maritengngae yang dijadikan sebagai sekertariat 
pusat kegiatan peklaksanaan zakat di kecamatan Maritengngae termasuk faktor 
pendukung yang harus di perhitungkan. Disamping itu sarana perbangkan 
pemeritah yang beroprasi di kecamatan Maritengngae kabupaten Sidrap juga 
termasuk salah satu fsktor pendukung untuk kemudahan terjadinya transaksi 
keuangan, baik untuk pengumpulan maupun penyaluran zakat degan segala 
program pengembangannya. 
2. Faktor Penghambat 
Berdasarkan observasi atau pengamatan langsung terdapat beberapa faktor 
yang tergolong sebagai hambatan pelaksanaan zakat diantaranya adalah:  
a. Keterampilan menghitung besaran kadar harta yang harus dikleluarkan sebagai 
zakat belum dipahami secara utuh dan menyeluruh. 
b. Pemahaman klasik bahwa lebih besar pahalanya apabila zakat diserahkan 
langsung kepada yang berhak menerimannya atau mustahik, karena dijamin 
tepat sasaran. 
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c. Banyaknya pejabat Negara yang tersandung korupsi membuat sebagian besar 
warga masyarakat tidak percaya terhadap institusi yang diselenggarakan negara 
terkait pelaksanaan keuangan publik. 
d. Sosialisasi pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2011 kepada masyarakat 
kecamatan Maritengngae belum menyeluruh 
e. Masyarakat yang tergolong muzakkih masih memandang bahwa harta yang 
dikeluarkan sabagai zakat adalah harta mereka yang dijadikan santunan dan 
bantuan yang mereka berikan kepada fakir miskin, padahal kadar harta yang 
dikelurakan sabagai zakat hakikatnya bukanlah milik mereka tetapi hak/milik 
kaum fakir miskin, sehingga menjadi kewajiban untuk diserahkan kepada yang 
berhak. 
3. Usaha Membangun Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat 
Kantor Urusan Agama kecamatan Maritengngae sabagai pembina BAZ 
kecamatan Maritengngae telah melakukan pengembangan program dengan 
membentuk lembaga kunsultasi zakat harta dalam rangka menigkatkan kesadaran 
berzakat bagi masyarakat. Respon dari warga masyarakat dapat dinyatakan sangat 
positif karena yang memanfaatkan jasa konsultasi tersebut cukup signifikan, untuk 
mengkonsultasikan berbagai pertanyaan zakat, diantara pertanyaan yang paling 
banyak diajukan adalah tentang perhitungan zakat harta sekaligus meminta jasa 
petugas BAZ untuk menghitungkan zakat hartanya yang harus dikeluarkan saat 
tersebut. Angket yang diberikan kepada responden yang menjadi sampel 
penelitian memperkuat peryataan tersebut, angket tersebut diantaranya 
mempertanyakan hal-hal sebagai berikut: 
Di kantor Urusan Agama kecamatan Maritengngae telah terbentuk 
lembaga konsultasi zakat harta dalam rangka meningkatkan kesadaran berzakat 
bagi masyarakat Maritengngae, bagaimana pengaruhnya terhadap peningkatkan 
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mutu pelaksanaan zakat harta di kecamatan Maritengngae? Dari pertanyaan 
tersebut diperoleh jawaban responden sebagaimana pada tabel berikut: 
Tabel 9 
Pengaruh dibentuknya lembaga konsultasi terhadap peningkatan mutu 
pelaksanaan zakat 
Pilihan Jawaban  Pemilih 
a) Sangat baik 34 
b) Baik 38 
c) Tidak baik 0 
d) Kurang baik 0 
e) Biasa-biasa saja  28 
Jumlah 100 
 
Dari jawaban responden seperti yang terlihat pada tabel 12, merupakan 
indikator bahwa warga masyarakat muslim dikecamatan maritengngae sangat 
membutuhkan informasi tentang zakat agar dapat memjalankan perintah ibadah 
tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam. 
Keberadaan lembaga konsultasi zakat tersebut juga menjadi motivasi bagi warga 
masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat meraka dengan penuh tanggung 
jawab, sebab dari pertanyaan yang paling seri diajukan masyarakat adalah tentang 
cara menghitung jumlah zakat yang harus ditunaikan, bahkan bukan hanya 
bertanya tetapi sekaligus meminta jasa petugas BAZ untuk menghitungkan kadar 
zakat mereka. Sebagaimana jawaban angket yang mempertanyakan : hal-hal apa 
saja yang dipertanyakan pada lembaga konsultasi zakat? Responden memberi 
jawaban seperti yang terlihat pada tabel berikut:  
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Tabel 13 
Pertanyaan yang sering ditanyakan pada lembaga konsultasi zakat 
Pilihan Jawaban  Pemilih 
a) Fungsi BAZ  13 
b) Tujuan dan visi-misi BAZ 15 
c) Jenis harta dan batas minimalnya yang wajib dizakati 21 
d) Tata cara perhitungan  37 
e) Meminta untuk dihitungkan zakat hartanya 14 
Jumlah  100 
Data yang ditampilkan tabel 13 mengindikasikan bahwa keberadaan 
lembaga konsultasi zakat yang menjadi sub bagian pengembang program 
pelaksanaan zakat yang ada di kecamatan Maritengngae bahwa institusi tersebut 
mampu mengedukasi masyarakat muslim untuk memahami seluk beluk zakat. 
Dan diharapkan proses tersebut mampu memberikan niai pencerahan dalam 
memahami esensi dan fungsi zakat sebagaimana yang telah digariskan Allah swt, 
dalam ajaran agama Islam. Bahwa fungsi utamanya adalah untuk menciptakan 
keadilan hidup demi terwujudnya kedamaian yang megarah kepada lahirnya 
persaudaraan dan persatuan yang kuat di bawah RidhaNya. 
Untuk meguji keberhasilan seluruh perangkat manajemen yang diterapkan 
dalam pelaksanaan zakat di kecamatan Maritengngae, beberapa itu pertanyaan 
telah diajukan kepada responden penelitian ini, analisis terhadap item pertanyaan 
tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut: 
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Salah satu pertanyaan dalam konsioner adalah “Menurut pengamatan anda 
bagaimana sikap kepala KUA kecamatan Maritengngae dalam menegakkan 
kedisiplinan pada saat proses pemungutan dan penyaluran zakat harta itu?” 
dengan jawaban 
 a) tegas, artinya siapa saja yang melanggar dikenakan sanksi tampa melihat 
penyebabnya. 
 b) tegas dan bijaksana, artinya siapa saja yang melanggar ditegakkan aturan, 
namun dipelajari terlebih dahulu penyebabnya. 
 c) terkadang tidak disiplin kalau orang yang melanggar orang dekat, maka 
aturan tidak di tegakkan. 
d) pimpinan tidak mau tahu dengan masalah kedisiplinan, karena pimpinan 
menyerahkan sagala aktivitasnya kepada kekuasaan Allah swt. 
Tabel 10 
Sikap kepala KUA Kecamatan Maritengngae tentang kedisiplinan dalam proses 
pemungutan dan penyaluran zakat 
Pilihan Jawaban  Pemilih 
a) tegas, artinya siapa saja yang melanggar dikenakan sanksi 
tampa melihat penyebabnya 
22 
b) ) tegas dan bijaksana, artinya siapa saja yang melanggar 
ditegakkan aturan, namun dipelajari terlebih dahulu 
penyebabnya 
50 
c) terkadang tidak disiplin kalau orang yang melanggar orang 
dekat, maka aturan tidak di tegakkan 
13 
d) ) pimpinan tidak mau tahu dengan masalah kedisiplinan, 
karena pimpinan menyerahkan sagala aktivitasnya kepada 
kekuasaan Allah Swt 
15 
Jumlah  100 
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Dari hasil analisis tentang tingkat kedisiplinan, kejujuran ,dan tanggung 
jawab kepala KUA dalam proses pengumpulan dan penyaluran zakat 
menunjukkan bahwa secara umum masyarakat menilai kepala KUA menerapkan 
kedisiplinan yang bijaksana yaitu terdapat 113 responden yang menyatakan hal 
tersebut, bahkan ada 48 responden yang menilai kepala KUA sangat tegas dan 
disiplin, walaupun ada pula penilaian yang subjektifitas yang menyatakan 
tingginya sikap nepotisme terkait penerapan kedisiplinan yakni ada 29 responden 
yang menyatakan hal tersebut, sementara sekitar 34 responden yang menyatakan 
bahwa kepala KUA tidak menampakkan sikap kedisiplinan yang tegas. 
Selanjutnya untuk pertannyaan: “Menurut pendapat anda bagaimana sikap 
masyarakat muslim di kecamatan Maritengngae terhadap ketaatan berzakat 
harta?” responden memberi jawaban seperti yang terlihat pada tabel berikut: 
Tabel 11 
Sikap ketaatan masyarakat muslim dalam berzakat 
Pilihan Jawaban  Pemilih 
a) Patuh dan taat terhadap kewajiban berzakat harta 17 
b) Biasa-biasa saja tidak ada beban walaupun tidak membyar 
zakat hartanya 
30 
c) Meminta petugas BAZ kecamatan untuk menghitung 
kemudian mengeluarkan zakat hartanya 
7 
d) Peduli dengan nasib fakir miskin lalu membayar zakat 
hartanya 
34 
e) Jika ada yang membayar zakat hartanya, iapun turut 
membayar zakat hartanya 
12 
Jumlah  100 
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Berdasarkan data yang ditampilkan tabel 15 sebagai hasil pertanyaan 
tentang ketaatan masyarakat muslim dalam menyalurkan zakatnya menunjukkan 
bahwa pada dasarnya secara keseluruhan adalah orang-orang yang berzakat 
meskipun ada diantaranya dengan prinsif ikut-ikutan yakni 24 responden yang 
memberi jawaban, sementara dengan alasan subyektif karena merasa membantu 
masyarakat fakir miskin dengan hartanya yakni 78 responden yang menyatakan 
hal tersebut. Tetapi perlu mendapat respon positif karena terdapat 34 responden 
yang menyatakan bahwa masyarakat telah tumbuh kesadaran berzakat `yang 
cukup baik, walaupun diantaranya seluruh responden terdapat 16 responden yang 
memiliki prinsip biasa-biasa saja persoalan berzakat tersebut. Dengan demilkian 
dapat disimpulkan bahwa dalam rangka menumbuhkan ketaatan berzakat pada 
masyarakat Maritengngae perlu pembinaan dan sosialisasi terhadap fungsi dan 
manfaat zakat. 
Untuk item konsioner yang mempertanyakan:“ upaya peningkatan mutu 
pelaksanaan zakat harta di kecamatan maritengngae dalam menghadapi tantangan 
masa kini, perlu di topang dengan sarana yang memadai, misalnya komputer, 
internet, guru profesional, dana yang memadai serta diprogramkan secara 
sistemasis, menurut pengamatan anda apakah sarana tersebut sudah tersedia pada 
pelaksanaan BAZ kecamatan Maritengngae? “responden memberi jawaban seperti 
yang terlihat pada tabel berikut: 
Tabel 12 
Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukukung manajemen pelaksanaan 
zakat 
Pilihan Jawaban  Pemilih 
a) Komputer 35 
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b) Internet  30 
c) Amil/pengurus yang profesional 7 
d) Dana yang memadai 28 
e) Visi dan misi, tujuan, sasaran dan program kerja 0 
Jumlah  100 
Dari analisis terhadap jawaban yang diberikan oleh responden penelitian 
menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang mampu menopang suksesnya 
pelaksanaan zakat di kecamatan Maritengngae pada dasarnya cukup memadai 
ketersediaannya, hanya ada satu hal kelengkapan oprasional manajemen 
pelaksanaan yang belum tersedia yakni, fenstra,visi-misi, tujuan, sasaran dan 
program kerja. Sementara hal tersebutlah yang merupakan kelengkapan pokok 
dan utama dalam oprasional manajemen pelaksanaan organisasi termasuk 
organisasi pelaksanaan zakat melalui Badan Amil Zakat yang diselenggarakan 
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae. Tentunya hal ini yang 
perlu menjadi perhatian utama dalam rangka menjadikan pelaksanaan zakat 
sebagai sebuah potensi yang mampu mengatasi solusi kemiskinan yang ada 
dikecamatan Maritengngae khususnya dan di kabupaten Sidenreng Rappang pada 
umumnya. 
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BAB V 
 PENUTUP 
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka 
pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari keseluruhan bab-bab 
yang telah dibahas, sebagai berikut :  
1. Bahwa pemahaman  masyarakat Islam di kecamatan Maritengngae, pada 
umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, di mana zakat 
hanya sekedar mengetahui bahkan ada yang hitutugan zakat mereka dengan 
menduga-duga saja, tentu hal ini menjadi masalah buat mereka, ibadah zakat 
berfungsi sebagai ibadah sosial yang dapat memberikan keseimbangan dan 
kesejahteraan serta keadilan ekonomi bagi umat Islam, khususnya mereka 
yang tergolong miskin. Jika zakat yang menjadi potensi ekonomi umat 
Islam dapat dimanfaatkan, tentu umat Islam yang tergolong miskin dapat 
diberdayakan. 
2. Dalam upaya-upaya yang harus dilakukan agar pemahaman masyarakat 
terhadap kewajiban zakat bisa tercapai melalui pelaksanaan pada pembinaan 
para muzakkih dan mustahiq tentu adanya kerjasama yang baik antara semua 
pihak yang terkait yaitu masyarakat itu sendiri, UPZ yang ada di setiap desa 
dan kelurahan, aparat desa dan kelurahan, para alim ulama, dan tidak 
terkecuali para penyuluh agama Islam. Sehingga masyarakat bisa 
membangun kesadaran menghilangkan rasa sifat kikir, tumbuhnya rasa 
kebersamaan dan rasa kesetiakawanan dalam berintreraksi sosial, 
menghilangkan kesombongan dan sekat perbedaan antara yang miskin dan 
yang kaya, menjaga keamanan lingkungan bahkan dari pelaksanaan zakat 
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yang baik akan mampu membuka lapangan kerja baru untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat. 
B. Implikasi Penelitian 
Untuk menjadikan pelaksanaan zakat berdaya guna dalam mengedukasi 
warga masyarakat yang perlu meningkatkan kualitas dan prestasi layanan 
pengelolaan zakat melalui pelaksanaan program-program pembinaan 
keekonomian kepada warga masyarakat khususnya masyarakat yang tergolong 
miskin, untuk itu ditawarkan beberapa saran yaitu:  
1. Perlu segera menyusun renstra, visi-misi, dan tujuan organisasi Badan Amil 
Zakat kecamatan Maritengngae, sehingga proses pelaksanaan (baik 
pengumpulan maupun penyaluran) dapat terukur, berdayaguna, dan tepat 
sasaran. 
2. Perlu dilakukan pemberdayaan dana zakat untuk menciptakan usaha-usaha 
produktif sesuai dengan tingkat pemahaman dan keterampilan yang dimiliki 
masyarakat dan tingkat kebutuhan masyarakat kecamatan Maritengngae.  
3. Perlu dilakukan kerja sama dengan semua sektor dan stake holder yang ada 
di masyarakat untuk melakukan gerakan pemberdayaan zakat dengan 
berbagai macam ide pengembangan ekonomi dan usaha produktif dalam 
rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera. 
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Gambar 1 
Wawancara dengan salah satu warga di kelurahan Majjelling Wattang kecamatan 
Maritengngae pada tanggal 5 April 2017 
 
Gambar 2 
Suasana  Pengisian konsioner angket oleh masyarakat desa Sereang mengerjakan 
dengan serius pada tanggal 6 April 2017 
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Gambar 3 
Wawancara dengan warga yang berprofesi sebagai pedagang telur di pasar sentral 
pangkajene pada tanggal 8 April 2017 
 
Gambar 4 
Wawancara dengan warga kelurahan Pangkajene yang juga berprofesi sebagai 
pengusaha telur di pasar sentral Pangkajene pada tanggal 8 April 2017 
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Gambar 5 
Tampak depan toko penjual jamu warga di kelurahan rijang Pittu saat wawancara 
di temui di toko pada tanggal 10 April 2017 
 
Gambar 6 
Wawancara dengan warga pedangang ayam potong di pasar pangkajene pada 
tanggal 13 April 2017 
88 
 
 
 
 
 
Gambar 7 
Wawancara dengan kepala kementrian Agama Kabupaten Sidrap Pada Tanggal 13 
April 2017 
 
Gambar 8 
Suasana pegawai di dalam kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Maritengngae 
saat melakukan pekerjaan pada tanggal 14 April 2017 
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